PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1993

TENTANG
KENDARAAN DAN PENGEMUDI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan te-
lah diatur ketentuan-ketentuan mengenai kenda-
raan dan pengemudi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang
perlu mengatur keteinituan mengenai kendaraan
dan pengemudi dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Ne-
gara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3480) jo Undang-undang No-
mor 22 Tahun 1922 tentang Penetapan Per-
aturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
tentang Penangguhan Mulai berlakunya Un-
dang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Un-
dang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KENDARAAN DAN PENGEMUDI.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga
tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk ti-
dak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat du-
duk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi;

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari
yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan
mobil bus;

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari-
pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan
bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keper-
luan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor vang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran;

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum
yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan mera-
wat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan;

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga orang atau hewan;

Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat
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12.

13.

14.
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18.

19.

20.

itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
Kereta tempelan adaiah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan seba-
gian bebannya ditumpu oleir kendaraan bermotor penariknya,
Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan ber-
motor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pe-
ngemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan ber-
motor;

Roda pada satu sumbu adalah roda tunggal atau roda ganda
atau beberapa roda yang dipasang simetris atau pada
dasarnya simetris terhadap bidang membujur tengah kendara-
an, waiaupun roda-roda tersebui tidak dip —~ang pada satu
sumbu yang sama,

Malam hari adalah jangka waktu antara matahari terbenam
dan matahari terbit;

Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum
kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya,;

Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat
maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya
yang diperbolehkan menurut rancangannya,;

Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendara-
an bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan
kelas jalan yang dilalui;

Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksi-
mum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang
diizinkan berdasarkan kelas jaian yang dilalui;

Pelaksana pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan
bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian ber-
kala kendaraan bermotor;

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan.
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BAE Il
PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

KXENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN

DAN KERETA TEMPELAN

Ragian Pertama
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,
Kerata Gandengan dan Kereta Tempelan

Paragraf 1
Jenis dan Konstruksi Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis,
yaitu :

a.
b. mobil penumpang;
.
d
e

sepeda motor;

mobil bus;

. mobil barang;
. kendaraan khusus.

Penggolongan lebih lanjut dari masing-masing jenis kendara-
an bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dite-
tapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Konstruksi dari kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri dari :

a.

b.

landasan yang meliputi rangka landasan, motor penggerak,
sistem pembuangan, penerus daya, alat kemudi, sistem
roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu dan
alat pemantul cahaya serta komponen pendukung;

badan kendaraan.

Konstruksi kereta gandengan dan kereta tempelan terdiri dari :

a.

b.

landasan yang meliputi rangka landasan, sistem roda-roda,
sistem rem, lampu-lampu dan alat pemantul cahaya, serta
komponen pendukung;

badan kendaraan.



(1)
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Paragraf 2
Rangka Landasan

aszal 4

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta
tempelan harus memiliki rangka landasan yang memenuhi
persyaratan :

a. dapat menahan seluruh beban, getaran dan goncangan
kendaraan berikut muatannya, sebesar jumlah berat kenda-
raan yang diperbolenkan atau jumiah berat kombinasi ken-
daraan yang diperbolehkan;

b. dikonstruksi menyatu atau secara terpisah dengan badan

kendaraan yang bersangkutan;

tahan terhadap korosi;

. dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian

belakang kendaraan bermotor, kecuali sepeda motor.

0.0

Kendaraan bermotor yang dirancang untuk menarik kereta gan-
dengan atau kereta tempelan, rangka landasannya dilengkapi
dengan peralatan penarik yang dirancang khusus untuk itu.

Pasal 5

Pada setiap rangka laridasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 harus dibubuhkan nomor rangka landasan.

Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka
landasan dan mudah dilihat serta dibaca.

Untuk rangka landasan yang menyatu dengan badan kendara-
an, nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditempatkan pada bagian tertentu badan kendaraan
secara permanen dan mudah dilihat serta dibaca.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rangka landasan diatur dengan
Keputusan Menteri.



Paragraf 3
Mctor Penggerak

Pasal 7

Setian kendaraan bermotor yana aioperasikan di jalan harus memi-
liki motor penggerak yang memenuhi persyaratan :

a.

(1)

(1)

(<)

(3)

mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan de-
ngan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada segala
kondisi jalan;

motornya dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi, ke-
cuaii untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecce -
patan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan datar;
ambang batas emisi gas buang dan kebisingan tertentu.

Pasal 8

Pada setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalar
Pasal 7, harus dibubuhkan nomor motor penggerak.

Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu motor
penggerak dan mudah dilihat serta dibaca.

Pasal 9

Motor penggerak kendaraan bermotor dengan atau tanpa ke-
reta gandengan, atau kereta tempelan, selain sepeda motor,
harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan
an berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 4,50 (em-
pat setengah) kilowatt setiap 1.000 kilogram dari jumlah berat
yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang
diperbolehkan.

Perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kenda-
raan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan ke-
butuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang digerakkan de-



(1)

(2)

(3)

(4)

ngan tenaga listrik atau kendaraan bermotor yang dirancang
dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada
jalan datar.

Pasal 10

Kendaraan bermotor yang menggunr.akan bahan bakar bensin,
kerosin, sclar, alkohc!, atau bahan bakar cair lain yang mudah
terbakar, harus memiliki :

a. tangki bahan bakar;

b. corong pengisi dan iobang udara bahan bakar,

C. pipa-pipa yang beriungsi menyalurkan bahan bakar.

Tangki bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1

huruf a harus memenuhi persyaratan :

a. dikonstruksi cukup kuat dan tahan terhadap korosi;

b. dilengkapi dengan tutup tangki yang kukuh serta tidak me-
lebihi bagian terluar dari kendaraan bermotor;

c. diikat dengan kukuh sehingga dapat menahan goncangar
dan getaran dari kendaraan;

d. ditempatkan pada bagian badan kendaraan yang cukugp ter
lindung dari benturan langsung yang disebabkan benda-
benda di badan kendaraan yang bersangkutan dan terpisal
dari ruang motor pada jarak yang aman;

e. ditempatkan pada jarak tertentu dari pintu kendaraan ber-
motor yang meniamin keselamatan.

Corong pengisi dan lobang udara bahan bakar sebagaimana di-

maksud dalam ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan :

a. dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak akan
mengalami kerusakan dan/atau bocor apabila terjadi gon-
cangan atau getaran dari kendaraan,

b. ditempatkan pada jarak tertentu dari lobang pipa gas buang
yang menjamin keselamatan, dan tidak diarahkan ke lobang
pipa gas buang;

c. ditempatkan pada jarak tertentu dari terminal atau sakelar
listrik, yang menjamin keselamatan.

Pipa saluran bahan bakar sebaéaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf ¢, harus memenuhi persyaratan :
a. dibuat dari bahan yang tahan panas dan cukup kuat sehing-



ga tidak mengalami kerusakan dan kebocoran apabila ter-
kena panas atau apabila terjadi goncangan dan/atau
getaran dari kendaraan;

b. dilengkapi dengan katup yang memungkinkan pengemudi
dapat menutup dan membuka salurannya, apabila aliran
bahan bakar tidak dapat berhenti dengan sendirinya pada
waktu motor dimatikan;

c. ditempatkan pada jarak yang aman dari peralatan listrik yang
ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan
terhindar dari pengaruh panas dan debu yang berlebihan.

(5) Tangki, corong pengisi dan lobang udara, serta pipa sal iran
bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bo-
leh ditempatkan dalam ruang penumpang.

Pasal 11

Kendaraan bermotor yang menggunakan sistem bahan bakar jas
tekanan tinggi atau bahan sejenis dan bahan bakar alterr atif
lainnya, harus memenuhi persyaratan khusus untuk menjamin ke-
selamatan pengoperasian kendaraan bermotor.

Pasal 12

Ketentuan lebih !anjut mengenai motor penggerak diatur dengan
Keputusan Menteri.

Paragraf 4
Sistem Pembuangan

Pasal 13

(1) Sistem pembuangan terdiri dari manifold, peredam suara, dan
pipa pembuangan.

(2) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus memenuhi persyaratan :
a. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga
tidak terjadi kebocoran asap dan gas buang, dan memenuhi
ambang batas tingkat kebisingan;



(3)

(3)

(4)

b. gas buang dan asap dari sistem pembuangan diarahkan ke
atas atau ke belakang atau ke sisi kanan di sebelah bela-
kang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis te-
ngah kendaraan berincior yang menjamin keselamatan,;

c. pipa pembuangan tidak menonjo: melewati sisi samping
atau sisi belakang kendaraan bermotor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembuangan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Men-
teri.

Paragraf 5
Penerus Daya

Pasal 14

Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alct
penerus daya vang dapat dikendalikan dari tempat duduk pe -
ngemudi.

Alat penerus daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ha-
rus memungkinkan kendaraan bermotor bergerak maju d-
ngan satu atau lebih tingkat kecepatan dan memungkinkan
bergerak mundur. :

Keharusan untuk melengkapi alat penerus daya yang me-

mungkinkan kendaraan bermotor dapat bergerak mundur se-

bagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak beriaku untuk :

a. sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping;

b. sepeda motor beroda tiga yang roda-rodanya dipasang si-
metris terhadap bidang tengah arah memanjang, yang me-
miliki jumlah berat yang diperbolehkan maksimum 400 kg.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerus daya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

X
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Paragraf 6
Sistem Roda

Pasal 15

Setiap kendaraan bermoior, keieta gandengan dan kereta
tempelan harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda
dan sumbu roda.

Roda-roda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa
pelek-pelek dan ban-ban hidup serta sumbu-sumbu atau ga-
bungan sumbu-sumbu roda yang dapat menjamin keselanatan.

Ban-ban hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) »arus
memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maup In ja-
lan basah.

Rancangan sumbu roda dan/atau gabungan sumbu rode ber-
ikut roda-rodanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), rarus
memperhatikan kelas jalan yang akan dilalui.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem roda dan sumbu roda
dan/atau gabungan sumbu roda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 7
Sistem Suspensi

Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta
tempelan harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga
yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk men-
jamin keselamatan dan perlindungan terhadap jalan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
untuk kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta
tempelan yang dirancang dengan jumlah berat yang diper-
bolehkan kurang dari 2.000 kg dan kecepatan maksimum ku-
rang dari 20 km/jam.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem suspensi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 8
Alat Kemudi

Pasai 17

Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat kemu-
di yang meliputi batang kemudi dan roda kemud! atau batang
kemudi dan stang kemudi.

Alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hariis me-

menuhi persyaratan :

a. dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar;

b. perancangan, pembuatan dan pemasangan alat kemucli tidak
menimbulkan bahaya luka pengemudi, jika terjadi tabrakan.

Alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dilengkapi dengan tenaga bantu, dengan ketentuan apaoila te-
naga bantu tersebut tidak bekerja, maka kendaraan bermotor
tersebut harus tetap dapat dikemudikan dengan tenaga yang
wajar.

Ketentuan labih lanjut mengenai alai kemudi sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Paragraf 9
Sistem Rem

Pasal 18

Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi peralatan penge-
reman yang meliputi rem utama dan rem parkir.

Ketentuan mengenai keharusan melengkapi peralatan rem
parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku un-
tuk sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping.



Pasal 19

Rem utama sebagaimana dimaksud dalam Pasai 18 harus meme-

nuhi persyaratan :

a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau
memperlambat dan memberhentikan kendaraan bermotor dari
tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roca/stang
kemudi; :

b. bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya
beban pada masing-masing sumbunya, baik kendaraan bermo-
tor yang berdiri sendiri maupun kendaraan bermctor yang
dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta temselan;

c. apabila ada bagian rem utama yang tidak berfungsi, ren terse-
but harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada roca-roda
yang bersebelahan pada satu sumbu dan dapat digunakan un-
tuk memperlambat dan memberhentikan kendaraan.

Pasal 20

Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus neme-

nuhi persyaratan :
a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan b:rhenti

baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
b. dilengkapi denganr pengunci yang bekerja secara mekanis.

Pasal 21

Peralatan pengereman yvang melakukan fungsi sebagai rem utama
dan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat
mempunyai komponen rangkap.

Pasal 22

Selain harus dilengkapi dengan rem utama dan rem parkir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, setiap mobil bus dengan jumlah berat
yang diperbolehkan lebih dari 7.000 kilogram dan mobil barang de-
ngan jumlah berat yang diperbolehkan labih dari 12.000 kilogram
harus pula dilengkapi dengan rem pelambat.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 23

Setiap kereta gandengan atau keieta tempeian, harus
dilengkapi dengan rem yang dapat menjalankan dua fungsi,
yaitu :

a. rem utama yang memungkinkan pengemudi dari tempat
duduknya dapat mengendalikan kecepatan dan
memberhentikan kereta gandengan atau kereta tempelan
secara bersama-sama atau hampir bersamaan dengan ken
daraan bermotor penariknya;

b. rem parkir yang mampu menanan posisi kereta gandengan
atau kereta tempelan berhenti pada jalan datar, tanjakan
maupuan turunan.

Ketentuan mengenai keharusan melengkapi rem ya\g dapat

mejalankan dua fungsi sebagaimana dimaksud dalari ayat (1)

tidak berlaku untuk kereta tempelan satu sumbu yang memiliki

jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 750 i:ilogram.

Pasal 24

Rem utama kereia gandengan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan perlatan
yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan kereta gan-
dengan apabila alat perangkai putus/teriepas dari kendaraan
penariknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) tidak berla-
ku untuk kereta gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang
dari satu meter dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak
labih dari 1.500 kilogram dan/atau kereta gandengan yang
ditarik oleh kendaraan bermotor perarik yang dirancang untuk
kecepatan maksimum kurang dari 20 kilometer per jam.

Pasal 25

Kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan
dengan kendaraan bermotor dalam satu rangkaian kendaraan,
harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.
Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir
bersamaam secara baik, pada masing-masing roda setiap
sumbu rangkaian kendaraan.



(1)
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(2)

Pasal 26

Setiap sepeda motor roda dua atau roda tiga yang dipasang

simetris terhadap sumbu tengah kendaraan yang membujur ke

depan harus diiengkapi dengan peralatan pengereman pada
roda belakang dan roda depan.

Peralatan rem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

memenuhi syarat :

a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau
memperiambat dan memberhentikan sepeda motor dari tem-
pat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang ke-
mudi; i

b. bekerja pada semua roda sepeda motor sesuai cengan
besarnya beban pada masing-masing sumbu rodan ‘a.

Keharusan melengkapi alat pengereman sebagaimana «imak-

sud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk roda kereta sa nping

yang dipasang pada sepeda motor, apabila daya penge ‘eman
yang diperlukan dapat diperoleh dari rem yang terdapa pada
sepeda motor yang bersangkutan.

Pasal 27

Sepeda motor yang mempunyai roda tiga selain dilengke pi de-
ngan peralatan pengereman sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), harus pula dilengkapi dengan rem parkir.
Rem parkir sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) harus me-
menuhi persyaratan :

a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti

baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rem diatur dengan Kepu-
tusan Menteri.

(1)

Paragraf 10
Lampu-Lampu dan Alat Pemantul Cahaya

Pasal 29
Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan lampu-
lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :
a. lampu utama dekat secara berpasangan;



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. lampu utama jauh secara berpasangan, untuk kendaraan

bermotor yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40

km per jam pada jaian datar;

lampu penuniiik arah secara berpasangan dibagian depan

dan bagian belakang kendaraan;

lampu rem secara beipasangan;

lampu posisi depan secara berpasangan,

lampu posisi belakang secara berpasangan;

lampu mundur,

lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di ba-

gian belakang kendaraan;

lampu isyarat peringatan bahaya;

ji. lampu tanda batas secara berpasangan, untuk ken jaraan
bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 miiimeter;

k. pemantul cahaya berwarna merah secara berpasang in dan
tidak berbentuk segitiga.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berla-

ku untuk sepeda motor.

Foerpa o

Pasal 30

Lampu utama dekat sebagiamana dimaksud dalam P<sal 29
huruf a berjumlah 2 (dua) buah, berwarna putih atau kuning
muda yang dipasang pada bagian muka kendaraan daii dapai
menerangi jalan pada malam hari dengan cuaca cerah
sekurang-kurangnya 40 meter ke depan kendaraan.

Tepi terluar permukaan penyinaran lfampu utama dekat seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1), dipasang pada ketinggian
tidak melebihi 1.250 milimeter dan tidak boleh melebihi 400
milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.

Pasal 31
Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf b berjumlah genap, berwarna putih atau kuning muda
yang dipasang pada bagian muka kendaraan.
Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ha-
rus dapat menerangi jalan pada malam hari dalam keadaan
cuaca cerah sekurang-kurangnya :
a. 60 meter untuk kendaraan bermotor yang dirancang de-
ngan kecepatan lebih besar dari 40 km/jam dan tidak lebih
dari 100 km/jam;



(2)

(2)

(1)

(2)

(3)

b. 100 meter untuk kendaraan bermotor yang dirancang de-
ngan kecepatan lebih dari 100 km/jam.

Tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama jauh sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak
melebihi 1.250 milimeter dan tidak boleh lebih dekat ke sisi
bagian ieriuar kendaraan aibandingkan dengan tepi terluar
permukaan penyinaran iampu utama dekat.

Pasal 32

Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 29
huruf ¢ berjurilah genap dan mempunyai sinar kelc p-kelip
berwarna kuning tua dan dapat dilihat pada waktu siaig atau
malam hari oleh pemakai jalan lainnya.

Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ¢ yat (1)
dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimzter di
samping kiri dan kanan bagian depan dan bagian be akang
kendaraan.

Pasal 33
Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d,
berjumlah dua buah dan berwarna merah yang mempur yai ke-
kuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang.
Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang
pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter di Kiri dan ka-
nan bagian belakang kendaraan.

Pasal 34

Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 29
huruf e, dipasang dibagian depan berjumlah dua buah berwar-
na putih, atau kuning muda.

Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat bersatu dengan lampu utama dekat.

Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250
milimeter dan harus dapat dilihat pada malam hari dengan
cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan ti-
dak menyilaukan pemakai jalan lainnya.



(4)

(1)

(2)

Tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak
boleh meiebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendara-
an.

Pasal 35

Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf f, berjumlah genap, berwarna merah dan dipasang
pada bagian belakang keridaraan.

Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimete - dan
harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada
jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyile ukan
pemakai jalan lainnya.

Tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakag ti-
dak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar ken-
daraan.

Pasal 36

Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasai 29 huruf
g, berwarna putih atau kuning muda dan tidak menyilaukan
atau mengganggu pemakai jalan lain.

Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan
hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi
mundur.

Pasal 37

Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor bagian bela-
kang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dipasang
dengan baik sehingga dapat menerangi tanda nomor kendaraan
pada malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca pada jarak
sekurang-kurangnya 50 meter dari belakang.



Pasal 38

Lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf i, menggunakan iampu penunjuk arah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 yang menyala secara bersamaan de-
ngan sinar kelap-kelip.

Pasal 39

Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf I,
berjumlah dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan
dipasang di bagian depan kiri atas dan kanan atas kendarzan serta
dua buah berwarna merah dipasang di bagian belakang <iri atas
dan kanan atas kendaraan.

Pasal 40

(1) Pemantul cahaya sebagaimanadimaksud dalam Pasa!l .’9 huruf
kK, berjumlah genap, berwarna merah serta dipasang d bagian
belakang kendaraan.

(2) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di
belakangnya pada malam hari dengan cuaca cerah dari jarak
sekurang-kurangnya 100 meter, apabiia pemantul cahaya ter-
sebut disinari lampu utama kendaraan dibelakangnya.

(3) Tepi bagian terluar pemantul cahaya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi
terluar kendaraan.

Pasal 41

Sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi

dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi :

a. lampu utama dekat;

b. lampu utama jauh, apabila mampu mempunyai kecepatan mele-
bihi 40 km per jam pada jalan datar;

c. lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan
bagian belakang sepeda motor;

d. satu lampu posisi depan;
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(1)

(2)

satu iampu posisi belakang;
satu fampu rem;

. satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian bela-

kang;

. satu pemantul cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk

segitiga.
Pasal 42

Lampu utama dekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf a, paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning
muda dan dapat menerangi jalan pada malam hari dengan
cuaca cerah, sekurang-kurangnya 40 meter ke depan sepeda
motor.

Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari sat\i lampu
utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasan¢ secara
berdampingan sedekat mungkin.

Pasal 43

Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam PFasal 41
huruf b, paling banyak dua buah, berwarna putih ata 1 kuning
muda dan dapat menerangi jalan secukupnya pada malam
hari dalam keadaan cuaca cerah sekurang-kurangnya 100
meter ke depan motor.

Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari satu iampu
utama jauh, maka lampu utama jauh harus dipasang secara
berdampingan sedekat mungkin.

Pasai 44

Lampu penunjuk arah sebagaimanan dimaksud dalam Pasal
41 huruf ¢, berjumlah genap dengan sinar kelap-kelip berwar-
na kuning tua, dan dapat dilihat pada waktu siang maupun ma-
lam hari oleh pemakai jalan lainnya.

Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipasang secara sejajar di sisi kiri dan kanan bagian muka dan
bagian belakang sepeda motor.



Pasal 45

(1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf d, berjumlah paling banyak dua buah, berwarna putih
atau kuning inuda.

(2) Lampu posisi depaii sebagaimana dimaksud daiam ayat (1)
harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada
jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan
pemakai ialan lainnya.

(3) Jika sepeda motor mempunyai dua lampu posisi depan, lam-
pu-lampu itu harus berdampingan sedekat mungkir .

Pasal 46

Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf e, berjumlah satu berwarna merah yang dapat dil hat pada
waktu malam hari dengan cuaca cerah pada jarak <ekurang-
kurangnya 30C meter dan tidak menyilaukan pemekai jalan
lainnya.

Pasal 47

Lampu rem sebagaimana aimaksud dalam Pasal 41 huruf f, ber-
warna merah yang kekuatan cahayanya lebih bear dari lampu posi-
si belakang yang dipasang pada bagian belakang sepeda motor.

Pasal 438

Lampu penerangan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 41 huruf g, dapat menerangi tanda nomor kenda-
raan sehingga dapat dilihat pada waktu malam hari dengan cuaca
cerah pada jarak sekurang-kurangnya 30 meter dari belakang.

Pasal 49

Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h,
berwarna merah dan tidak berbentuk segitiga dipasang pada bagi-
an belakang sepeda motor.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 50

Kereta samping yang dipasang pada sepeda motor roda dua,

harus dilangkapi :

a. di bagian depan dengan lampu posisi depan berwarna pu-
tih atau kuning riuda;

b. dibagian belakang dengan lampu posisi belakang berwaina
merah; _

c. satu pemantul cahaya berwarna merah dan ticak berbentu segitiga;

d. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua yang dipasang
di sisi Kiri bagian depan dan belakang sepeda motor.

Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang tereta sam-
ping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hart s menyala
apabila lampu posisi belakang sepeda motor diny.lakan.

Pasal 51

Sepeda motor yang mempunyai tiga roda dipasan¢ secara si-
metris terhadap bidang sumbu sepeda motor yang membujur,
dan yang diperlakukan sebagai sepeda motor, harus dileng-
kapi dengan lampu-lampu sebagaimana dimaksuc' dalam Pa-
sal 41.

Jika lebar sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak melebihi 1.300 milimeter, maka cukup dilengkapi de-
ngan satu lampu utama dekat dan satu lampu utama jauh.

Pasal 52

Lampu kabut yang dipasang pada kendaraan bermotor ber-
warna putih atau kuning, dengan jumlah paling banyak dua
buah dan titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi
titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat.

Tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), tidak melebihi 400 milimeter dari sisi
terluar kendaraan.



Pasal 53 -

 ampu kabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, tidak menyi-
laukan atau mengganggu pemakai jalan lain.

Pasal 54

Kereta gandengan dan kereta tempelan wajib dilengkapi dengan
lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :

a.
b.
C.

(1)

(2)

(1)

lampu penunjuk arah secara berpasangan;

lampu rem secara berpasangan;

lampu osisi depan secara berpasangan, apabiia sist terluar ke-
reta gandengan me ampaui tepi terluar permukaan senyinaran
lampu posisi belakang kendaraan penariknya;

lampu posisi belakang secara berpasangan, apabila lebar kere-
ta gandengan lebih dari 800 milimeter;

lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagia belakang
kendaraan;

lampu mundur secara berpasangan;

alat pemantul cahaya berwarna merah, berbentuk sec itiga seca-
ra berpasangan;

. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk

segitiga secara berpasangan.

Pasal 55

Lampu penunjuk arah sebagimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf a, beriumlah genap dan mempunyai sinar kelap-kelip
berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang
maupun malam hari oleh pemakai jaian lainnya.

Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan dan belakang ke-
reta gandengan.

Pasal 56

Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b,
berjumlah dua buah berwarna merah yang kekuatan caha-
yanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang di
sebelah kiri d2n kanan bagian belakang kereta gandengan.



(2)

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

'Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berla-

ku untik kerata’ gandengan' dengan ukuran . kecil yang
posisinya dalam keadaan ditarik tidak menutupi lampu rem
dari kendaraan penariknya.

Pasal 57

Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf ¢, berjumlah dua buah dan berwarna putih.

Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bé gian depan
kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan
penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar <ereta gan-
dengan tidak lebih dari 150 milimeter.

Pasal 58

Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud calam Pasal
54 huruf d, berjumlah genap dan berwarna meral yang keli-
hatan pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak
sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaitkan pema-
kai jalan lainnya.

Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian bela-
kang kereta gandengan denganr jarak antara iepi terluar per-
mukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar
kereta gandengan tidak lebih dari 400 milimeter.

Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 milimeter,
dilengkapi satu buah atau lebih lampu posisi belakang seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 59
Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf

f, berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang
tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.



(2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
menyala apabila aiat penerus daya digunakan pada posisi
mundur.

Pasal 60

Lampu penerangan tanda ncmor kendaraan bermotor bagian
belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, dipa-
sang dengan baik sehingga dapat menerangi tanda ncmor kenda-
raan pada waktu malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca
pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari belakang.

Pasal 61

(1) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dala n Pasal 54 hu-
ruf g, berjumlah genap berwarna merah can berbentuk
segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tid ik kurang dari
150 milimeter dan tidak melebihi 200 milimeter serta dipasang
di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belal ang kereta gan-
dengan.

(2) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalari ayat (1) dapat
diiinat oleh pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu
malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 meter apabila
terkena sinar lampu utama kendaraan di beiakangnya.

(3) Titik sudut terluar pemantu! cahaya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), tidak melebihi 100 milimeter dari sisi terluar ke-
reta gandengan.

(4) Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 milimeter
dilengkapi satu buah atau lebih pemantul cahaya.

Pasal 62

Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h,
berjumlah dua buah dan dipasang di sisi kiri dan kanan bagian de-
pan kereta gandengan dengan jarak tidak melebihi 400 milimeter
dari sisi terluar kereta gandengan.
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a.
b.
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e.

(1)

(3)

Dil

Pasal 63

mpu-lampu yang berpasangan sebagaimanra dimaksud dalam
sal 29, Pasai 41 dan Pasal 54 harus :

dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang
kendaraan;

simetris dengaii sesamanya terhadap bidang sumbu tengah me-
manijang kendaraan;

. memenuhi persyaratan kalorimetris yang sama;

mempunyai sifat-sifat fotometris yang sama,;
dipasang pada kendaraan dengan tinggi tidak melebihi 1.250
milimeter dari permukaan jalan.

Pasal 64

Lampu posisi depan, lampu posisi belakang, lai'pu penerang-
an tanda nomor kendaraan, dan lampu tanda b:itas, harus da-
pat dinyalakan atau dimatikan secara serentak

Lampu utama jauh atau lampu utama dekat, ate u lampu kabut
yang dipasang pada kendaraan hanya dapat dinyalakan, apa-
bilalampu-lampu sebagaimana dimaksud dalaniayat(1) dalam
keadaan menyala.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berla-
ku apabila lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.

Pasai 65

arang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gan-

dengan atau kereta tempelan yang menyinarkan :

da.

b.
C.

cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isya-
rat peringatan bahaya;

cahaya berwarna merah ke arah depan;

cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

Pasal 66

Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendara-

an

bermotor :



netugas penegak hukum tertentu;
dinas pemadam kebakaran;
penanggulangan bencana,
ambulans;

unit palang merah;

mobil jenazah.
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Pasal 67

Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada ken-

daraan bermotor :

a. untuk membangun, merawat, atau membersihk.n fasilitas umum,;

b. untuk menderek kendaraan;

c. pengangkut bahan berbahaya dan beracun, li nbah bahan ber-
bahaya dan beracun, peti kemas dan alat ber t;

d. yang mempunyai ukuran lebih dari ukuran maksimum yang
diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan,

e. milik instansi pemerintah yang dipergunakan d ilam rangka kea-
manan barang yang diangkut.

Pasal 68

Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dapat rnemasang lampu-
lampu berwarna pada bagian atapnya, untuk membantu kendaraan
lain mengenalnya pada malam hari.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai lampu-ilampu dan pemantul caha-
ya diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 11
Komponen Pendukung

Pasal 70

Komponen pendukung kendaraan bermotor sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

a. pengukur kecepatan, untuk kendaraan bermotor yang memiliki
kemampuan kecepatan 40 km/jam atau lebih pada jalan datar;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

kaca spion:

penghanus kaca kecuali sepeda imotor,
klakson; :

sabuk keselamatan kecuzli sepeda motor;
sepakbor;

bumper, kecuali sepeda motor.

Pasai 71

Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf a, dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pe-
ngemudi.

Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaks: d dalam ayat
(1) dapat berupa :

a. alat pengukur kecepatan mekanis;

b. alat pengukur kecepatan elektronis.

Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), dilengkapi dengan pengukur jarak.

Pasai 72

Kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 70 huruf b, berjumlah dua buah atau lebih, kecuali
seceda motor. '

Kaca spion sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari
kaca atau bahan menyerupai kaca vang tidak merubah jarak
dan bentuk orang dan/atau barang yang dilihat.

Kaca spion sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berjumlah sekurang-kurangnya satu buah.

Pasal 73

Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hu-
ruf c, sekurang-kurangnya berjumiah satu buah.

Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ha-
rus memenuhi persyaratan :



a. dapat membersihkan bagian kaca dengan cukup luas sehing-
ga pengemudi mempunyai pandangan yang jelas ke jalan;
b. digerakkan secara mekanis dan/atau eiektronis.

Pasal 74

Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasai 70 huruf d, harus da-
pat mengeluarkan bunyi yang dalam keadaan biasa dapat
didengar pada jarak 60 meter.

Pasal 75

Peringatan bunyi berupa sirene hanya boleh dipasaig pada ken-
daraan bermotor :

petugas penegak hukum tertentu;

dinas pemadam kebakaran;

penanggulangan bencana;

kendaraan ambulance;

unit palang merah;

mobil jenazah.
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Pasal 76

(1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf e, berjumlah dua jangkar atau lebih yang dipasang untuk
melengkapi tempat duduk pengemudi dan tempat duduk
penumpang di samping tempat duduk pengemudi.

(2) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus memenuhi persyaratan :
a. tidak mempunyai tepi-tepi yang tajam yang dapat melukai
pemakai,
b. dipasang sedemikian sehingga tidak ada benda atau pera-
latan lain yang mengganggu fungsinya;
c. kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.

Pasal 77

(1) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f,
diwajibkan untuk setiap kendaraan bermotor.



(2)

(1)

(2)

Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus meme-

nuhi persyaratan :

a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang
kendaraan, ataupui badan kendaraan;

b. memiliki lebar sekurang-kurangnya selebar telapak ban.

Pasal 78

Bumper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g,

dipasang :

a. didepan dan belakang untuk mobi! penumpang dan mobil
bus;

b. didepan untuk mobil barang.

Bumper depan sebagaimana dimaksud dalary ayat (1) tidak
boleh menonjol ke depan lebih dari 50 cm mele wati bagian ba-
dan kendaraan yang paling depan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen pendul<ung kendaraan
bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.

(1)

(2)

Paragraf 12
Badan Kendaraan Bermotor

Pasal 80
Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan
semua jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan

dan diikat kukuh pada rangka landasannya.

Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat ba-
gian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan.

Pasal 81

(1) Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mem-

punyai pintu masuk dan/atau pintu keluar.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengancing
pintu harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat
terbuka tanpa disengaje.

Engsel pintu samping, kecuali pintu sorong, pada sisi kenda-
raan bermotor harus dipasang pada sisi pintu sebelan depan
menurut arah kendaraan.

Pasal 82

Kaca depan dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gan-
dengan harus dibuat dari kaca keselamatan yang tidak boleh
memberikan bayangan yang tidak jeias, sehin 3ga menggang-
gu penglihatan pengemudi.

Kaca depan sebagaimana dimaksud dalam ay it (1) harus me-

menuhi persyaratan :

a. dibuat dari bahan tahan goresan,;

b. dibuat dari bahan yang kebeningannya tidek akan menjadi
luntur;

c. jika kaca pecah, tidak membahayakan pengemudi atau
penumpang yang duduk di samping penge mudi.

Kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat terbuat dari bahan kaca berwarna atau dilapisi de-

ngan bahar pelapis berwarna dengan ukuran dan tingkat
kegelapan tertentu.

Dilarang menempelkan tanda-tanda dalam bentuk apapun,
pada kaca depan dan kaca jendela samping ruang pengemudi
kendaraan bermotor yang dapat mengganggu pandangan be-
bas pengemudi.

Pasal 83

Tempat duduk pengemudi pada setiap kendaraan bermotor selain
sepeda motor harus memenuhi persyaratan :
a. ditempatkan pada bagian dalam badan kendaraan yang me-

mungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya

tanpa terhalang oleh penumpang atau barang muatannya;



D

(1)

(2)

(3)

. mempunyai lebar sekurang-kurangnya 4C0 milimeter dan sime-
tris dengan pusat reda kemudi;

. meinungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas
ke depan dan kesamping;

. tidak ada gangguan cahaya dari dalam kendaraan;

. mempunyai peralatan untuk menyesuaikan posisi duduk penge-
mudi.

Pasal 84

Ukuran lebar tempat duduk penumpang sekurang-kurangnya
400 miiimeter, kecuali tempat duduk jenis pelana pada sepeda
motor dan tempat duduk penumpang pada bus sekolah.

Tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1), memiliki ukuran lebar can panjang yang
dapat menjamin keselamatan pengemud: dan cenumpangnya.

Tempat duduk penumpang pada bus sekolah sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1), memiliki ukuran ebar sekurang-
kurangnya 270 milimeter, serta tinggi dari lan.ai badan kenda-
raan tidak lebih dari 250 milimeter.

Pasal 85

Tempat duduk pengemudi pada kendaraan umum harus terpisah
dari tempat duduk penumpang.

(1)

(2)

Pasal 86

Setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan tempat pe-
masangan tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian
depan dan belakang kendaraan bermotor.

Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan dilengkapi de-
ngan tempat untuk memasang tanda nomor kendaraan bermo-
tor pada sisi bagian belakang kereta gandengan atau kereta
tempelan.



(3) Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berada pada
posisi tegak iurus dengan sumbu kendaraan bermotor.

Pasal 87

Ketentuan iebih lanjut mengenai badan kendaraan bermotor diatur
denganr Keputusan Menteri.

Paragraf 13
Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan

Pasal 88

Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda mo or dilengkapi pera-
latan kendaraan bermotor sekurang-kurangny:. meliputi dongkrak
dan alat pembuka ban.

Pasal 89

(1) Setiap kendaraan bermotor kecuaii sepada motor tanpa kereta
samping, dilengkapi perlengkapan kend:.raan bermotor se-
kurang-kurangnya meliputi :

a. ban cadangan;

b. segitiga pengaman;

c. helm bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang
tidak dilengkapi dengan rumah-rumabh.

(2) Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping,
dilengkapidenganhelm untuk pengemudi dan penumpangnya.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan dan perlengkapan ken-
daraan bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.



(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 14
Persyaratan Tambahan Khusus
Untuk Mobi! Bus

Pasal 91

Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penum-
pang kurang dari 15 orang tidak termasuk pengemudi, harus
mempunyai sekurang-kurangya satu pintu keluar dan/atau
masuk penumpang pada dinding kiri bagian depan atau bela-
kang, yang lebarnya sekurang-kurangynya 650 milimeter dan
meliputi seluruh tinggi dinding.

Setiap mobil bus yang dirancang unti K mengangkut penum-
pang sebanyak 15 orang atau lebih, tic ak termasuk pengemu-
di, harus mempunyai sekurang-kuranc¢ nya :

a. satu pintu keluar dan/atau masuk y:\ng lebarnya sekurang-
kurangnya 1.200 milimeter yang me iputi seluruh tinggi din-
ding; atau

b. dua pintu keluar dan/atau masuk ui tuk penumpang, terdiri
dari :

1) satu pintu harus memakai kete 'tuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1); dan

2) satu pintu lainnya ditempatkan pada dinding Kkiii dengan
lebar sekurang-kurangnva 55C milimeter dan meliputi
seluruh tinggi dinding.

Piniu keluar/masuk untuk penumpang sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin kemudahan
penggunaannya dan tidak terhalang.

Anak tangga paling bawah dari pintu keluar/masuk penum-
pang sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) paling
tinggi 350 milimeter diukur dari permukaan jalan dan lebar
sekurang-kurangnya 400 milimeter.

(5) Tangga pintu keluar/masuk penumpang yang dapat dilipat, harus

dikonstruksi sedemikian sehingga anak tangga selalu berada
pada tempatnya secara kukuh dan memenuhi ketentuan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (4), jika pintu di buka.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 92

Di samping pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 91, setiap mobii bus harus pula mempu-
nyai tempat keluar darurat pada kedua sisinya.

Jumlah tempat keluar darurai sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), sekurang-kurangnya :

a. satu tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-Kkiri, jika
muatannya tidak lebih dari 26 penumpang;

b. dua tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika
muatannya antara 27 dan 50 per umpang;

c. tiga tempat keluar darurat pada ¢ etiap sisi jika muatannya
antara 51 dan 80 penumpang;

d. empat tempat keluar darurat pac i setiap sisi jika muatan-
nya lebih dari 80 penumpang.

Pada sisi kiri, jumlah tempat keluar darurat sebagaimana di-
maksud dalam ayat (2) dapat dikurar gi dengan satu, jika pada
dinding belakang terdapat pintu yar g lebarnya paling sedikit
430 milimeter.

Tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat berupa jendela dan/atau pintu.

(5) Tempat keluar darurat berupa jendela harus memenuhi

persyaratan :

a. memiliki ukuran minimum 600 milimeter x 430 milimeter
dan apabila memiiiki ukuran sekurang-kurangnya 1.200
milimeter x 430 milimeter disamakan dengan memiliki dua
tempat keluar darurat;

b. mudah dan cepat dapat dibuka atau dirusak atau dilepas;

c. sudut-sudut jendela yang berfungsi sebagai tempat keluar
darurat tidak runcing;

d. tidak dirintangi oleh tongkat-tongkat atau jeruji pelindung.



(6) Tempat keiuar darurat berupa pintu yang dipasang pada din-
ding samping kanan, harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki ilebar sekurang-sekurangnya 430 milimeter;
b. mudah dibuka setiap waktu dari dalam.

Pasal 23

(1) Tempat keluar darurat diberi tanda dengan tulisan yang me-
nyatakan tempat keluar darurat, dan penjelasan mengenai tata
cara membukanya.

(2) Tempat duduk di dekat tempat keluar darurat harus mudah
dilepas atau dilipat.

Pasal 94

(1) Setiap mobil bus dilengkapi lorong ('engan lebar efektif 350
milimeter atau lebih yang membentar g dari pintu masuk sam-
pai ke setiap tempat duduk. '

(2) Tinggi atap bagian dalam kendaraan, diukur 400 milimeter
dari dinding samping dalam kendara:.n, sekurang-kurangnya :
a. 1.700 milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan,
untuk mobil bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri;
b. 1.500 milimeter diukur dari iantai bagian dalam kendaraan,
untuk mobil bus yang tidak dilangkapi dengan tempat ber-
diri.
Pasal 95

Jumlah tempat duduk dan tempat berdiri di dalam mobil bus
umum, harus jelas dinyatakan dengan suatu tulisan yang ditem-
patkan di dalam mobil bus sehingga jelas kelihatan oleh awak dan
penumpangnya.

Pasal 96

(1) Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk di depannya
sekurang-kurangnya 650 milimeter diukur dari sisi depan san-
daran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat du-
duk didepannya.



(2) Jarak tempat duduk yang dipasang di dekat tempat keluar da-
rurat, atau tempat duduk yang dapat dilipat, atau tempat du-
duk kendektur, dapat memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Jarak antara tempat duduk yang ditempatkan berhadapan
sekurang-kurangnya 1.100 milimeter diukur dari sisi depan
sandaran tempat duduk. ' ]

Pasal 97

(1) Mobil bus yang digunakan untuk melayani angkutan jarak
per:dek dan angkutan kota, dapat disediakan tempat berdiri
penumpang.

(2) Ukuran tinggi tempat berdiri seba jaimana dimaksud dalam
ayat (1), sekurang-kurangnya 1.7C0 milimeter dan tersedia
sekurang-kurangnya 0,17 meter pe:segi luas lantai untuk se-
tiap penumpang.

(3) Penyediaan temgat berdiri sebagainiana dimaksud dalam ayat
(1) dilengkapi dengan pegangan taigan secukupnya.

Pasal 98

Jika ruang penumpang seiuruhnya atau sebagian terpisah dari
tempat duduk pengemudi, mobil bus harus dilengkapi dengan per-
aiatan komunikasi yang mudah dicapai pembantu pengemudi dan
atau penumpang, untuk membperikan isyarat atau tanda berhenti
kepada pengemudi.

Pasal 99

Setiap mobil bus dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat
dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu
pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 100

Ketentuan labih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus un-
tuk mobil bus diatur dengan Keputusan Menteri.



Paragraf 15
Persyaratan Tambahan Khusus
Untuk Mobil Bus Sekolah

Pasal 101

Setiap mobil bus sekolah pada sisi luar bagian depan dan bela-
kang, dipasang suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan bus
sekolah.

(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 102

Setiap mobil bus sekolah dilen(kapi dengan lampu berwarna
merah di bawah jendela belakang yang berfungsi memberi
tanda bahwa mobil bus sekolat tersebut berhenti.

Mobil bus sekolah sebagaimena dimaksud dalam ayat (1),
dilengkapi suatu tanda yang jzlas kelihatan berupa tulisan
berhenti jika lampu merah nyala yang dipasang di bawah jendela
belakang.

Pasal 103

Pintu masuk dan/atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi de-
ngan anak tangga.

Jarak antara anak tangga yang satu dengan lainnya paling
tinggi 200 milimeter dan jarak antara permukaan tanah de-
ngan anak tangga terbawah paling tinggi 3CO milimeter.

Ukuran lebar dan tinggi efektif pintu masuk dan/atau keluar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuni
ketentuan Pasal 91.

Pasal 104

Ketentuan labih lanjut mer{genai persyaratan tambahan khusus un-
tuk mobil bus sekolah diatur dengan Keputusan Menteri.



Paragraf 16
Persvaratan Tambahan Khusus
Moktil Barang

Pasal 105

Setiap mobil barang dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup
kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pem-
bantu pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 106

(1) Setiap mobil barang yang tin 3gi ujung landasan dan/atau ba-
gian belakang dan/atau samy ing badannya berjarak labih dari
700 milimeter di atas jalan, can/atau sumbu paling belakang
berjarak lebih dari 1.000 miiiineter diukur dari sisi terluar dari
bagian belakang kendaraan, lipasang perisai kolong.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berla-
ku bagi mobil barang yang di:ancang untuk kecepatan maksi-
mum kurang dari 25 kilometer per jam.

Pasa! 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan bagi mobil ba-
rang diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 17
Persyaratan Tambahan Khusus
Untuk Rangkaian Kendaraan,

Kereta Gandengan dan
Kereta Tempelan

Pasal 108

(1) Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempelan harus
menggunakan alat perangkai.

(2) Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta tempelan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan roda
kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci.



(3) Alat perangkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berupa alat perangkai otomatis dan bukan otcmatis.

(4) Apabila rangkaian kendaraanr bermotor dengan kereta tem-pe-
lan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan alat
perangkai otomatis, hanya boleh digunakan pada rangkaian
kendaraan yang memiiiki jumiah berat kombinasi yang diper-
bolehkan maksimum 20.000 kilogram.

Pasal 109

(1) Setiap kereta tempelan dilengkapi dengan kaki-kaki peno-
pang yang dipasang se ara kukuh pada jarak lebih dari dua
pertiga dari seluruh p:njang kereta tempelan, diukur dari
ujung paling belakang k zreta tempelan.

(2) Letak kaki penopang set agaimana dimaksud dalam ayat (1) ti-
dak melebihi lebar kereta tempelan.

t'‘asal 110

Setiap kereta gandengan at.iu kereta tempelan yang tinggi ujung
landasannya dan/atau bagian belakang dan/atau bagian samping
badannya berjarak lebih dari 700 milimeter di atas jalan, dan/atau
sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 milimeter diukur
dari sisi terluar bagian belakang kereta gandengann-'aiau kereta
tempelan, dipasang perisai kolong.

~asal 111

Peralatan hidrolis, pneumatis atau mekanis yang memungkinkan
diangkatnya roda-roda dari tanah dapat digunakan sewaktu ken-
daraan berjalan biasa, apabila rancangan alat pengangkat tersebut
tidak menimbulkan lebih muatan pada salah satu sumbu kendara-
an, ketika sumbu yang lain berada dalam posisi diangkat.

Pasal 112

(1) Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan harus meng-
gunakan alat perangkai.



(2) Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta gandengan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
persyaratan :

a. kukuh, sehingga dapat menahan seluruh berat kendaraan
yang ditarik;

h. dikonstruksi dengan gerakan terbaias dan dapat me-
rangkaikan kendaraan berimotor penarik dengan kendaraan
yang ditarik dengan kukuh dan sempurna;

c. dilengkapi dengan alat keselamatan yarg layak untuk men-
cegah pemisahan yang tidak disengaja, sewaktu terjadi tu-
brukan atau sebagai akibat dari getaran kendaraan.

i>asal 113

Kereta gandengan yang tida!. dilengkapi dengan rem otomatis se-
bagaimana dimaksud dalan Pasal 24, dilengkapi dengan alat
tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat
mencegah tongkat penarik menyentuh tanah dan memungkinkan
kereta gandengan tersebut dil entikan apabila alat penariknya putus.

Fasal 114

Ketentuan labih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus un-
tuk rangkaian kendaraan, kereta gandengan dan jereta tempelan
diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 18
Ukuran dan Muatan
Kendaraan Bermotor

Pasal 115

(1) Ukuran utama kendaraan bermotor, dengan atau tanpa
muatannya adalah sebagai berikut :
a. lebar maksimum 2.500 milimeter;
b. tinggi maksimum 4.200 milimeter dan tidak lebih dari 1,7
kali lebar kendaraannya; o
c. panjang maksimum kendaraan bermotor tunggal 12.000
milimeter, sedangkan rangkaian kendaraan bermotor de-
ngan kereta gandengan atau kereta tempelan tidak lebih



(2)

(5)

dari 18.000 milimeter;

d. panjang bagian kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke
belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50 %
dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjuiur ke depan
dari sumbu paling depan, maksimum 47,50 % dari jarak
sumbunya;

e. sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan sekurang-
kurangnya 8 derajad diukur dari atas permukaan jalan.

Ukuran tinggi mobil bus tingkat dapat melebihi ukuran tinggi
maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Ukuran panjang motil bus tempel tidak lebih dari 18.000
milimeter.

Apabila kendaraan bei motor dengan atau tanpa muatan memi-
liki tinggi total lebih d:iri 3.500 milimeter, wajib dilengkapi de-
ngan tanda peringatan mengenai tinggi kendaraan yang
dikemudikan.

Tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beru-
pa tulisan yang muda.n dilihat oleh pengemudi di dalam ruang
perngemudi.

Pasal 116

Lebar kereta gandengan yang dapat ditarik oleh sepeda motor
maksimum 1.000 milimeter.

(1)

Pasal 117

Jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kom-
binasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau
rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan
atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasar-
kan :

a. perhitungan kekuatan konstruksi;

b. besarnya daya motor;

c. kapasitas pengereman;

d. kemampuan ban;



(2)

(1)

(2)

e. kekuatan sumbu-sumbu;
f. ketinggian tanjakan jalan.

Jumlah berat yang diperboiehkan sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjum-
lahan dari kekuatan masing-masing sumbunya.

Pasal 118

Jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang
diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan
atau kereta tempelan, litentukan berdasarkan :

a. berat kosong kendaraan,

b. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat
kombinasi yang dip«erbolehkan,;

dimensi kendaraan «lan bak muatan;

titik berat muatan d¢ n pengemudi;

kelas jalan;

jumlah tempat dudu < yang tersedia, bagi mobil bus.

~® Qo0

Jumlah berat kendaraan yang diizinkan maksimum sama de-
ngan jumlah berat kenc araan yang diperbolehkan bagi kenda-
raan yang bersangkutan, dan jumlah berat kombinasi kendara-
an yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kom-
binasi kendaraan yang diperbolehkan.

Pasal 119

Radius putar minimum keridaraan bermotor dengan atau tanpa ke-
reta gandengan atau kereta tempelan maksimum 12.000 milimeter.

(1)

Pasal 120

Bagian kendaraan bermotor atau rangkaian kendaraan bermo-
tor berikut muatannya yang menonjol, maksimum 2.000
milimeter dari sisi bagian terluar belakang kendaraan bermo-
tor dan tidak melebihi kaca depan kendaraan bermotor yang
bersangkutan.



(2)

(2)

(1)

(2)

(3)

Apabila muatan yang mencnjol menghalangi lampu-lampu
atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut
ditambah lampu-iampu dan pemantul cahaya.

Panjang total kendaraan bermotor beserta muatan yang menonjol
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak lebih dari ketentuan
panjang total sebagaimana dimaksud da:am Pasal 115.

Pasal 121

Rangkaian kendaraan bermotor yang diizinkan dioperasikan

di jalan, meliputi :

a. mobil barang yanc terdiri dari satu kendaraan bermotor
penarik dan hanya satu kereta tempelan;

b. mobil bus yang terliri dari satu mobil bus penarik dan ha-
nya satu bus;

c. mobil barang yang terdiri dari satu mobil barang tunggal
dan hanya satu ker :ta gandengan;

d. mobil bus yang terciri dari satu mobil bus penarik dan ha-
nya satu bus gande¢ ngan;

e. mobil penumpang ‘'ang terdiri dari satu mobil penumpang
penarik dan harya satu kereta gandengan;

f. sepeda motor denc an kereta gandengan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berla-
ku terhadap kendaraan bermotor untuk keperluan pertanian
yang menarik kereta gandengan dengan berat maksimum
yang diperbolehkan kurang dari 3.500 kilogram.

Pasal 122

Setiap mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan
yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari
12.000 kilogram harus dilengkapi dengan tanda yang menya-
takan kendaraan bermotor berat.

Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada
sisi kendaraan bagian depan dan belakang.

Tanda yang dipasang pada sisi kendaraan bagian belakang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat memantul-
kan cahaya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 123

Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan yang memiliki
panjang lebih dari 6.000 milimeter, harus dilengkapi dengan
pelat belakang berwarna putih dan kuning yang dapat meman-
tulkan cahaya.

Pelat belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ber-
tuliskan kata gandengan.

Pelat belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipa-
sang pada perisai kclong atau di tempat !ain pada sisi bela-
kang kendaraan.

Pasal 124

Kendaraan bermotcr Jdapat ditarik oleh kendaraan bermotor

lain dengan persyaratin berikut :

a. tidak boleh ditarik «/leh lebih dari satu kendaraan bermotor;

b. ditarik dengan ker daraan bermotor yang dilengkapi de-
ngan alat penarik vang kaku, apabila kendaraan bermotor
yang akan ditarik m emiliki jumlah berat yang diperbolehkan
lebih dari 4.000 kilogram;

Kendaraan bermotor dapat ditarik tanpa dikemudikan oleh

seseorang, apabila :

a. kendaraan bermotoi penarik dan yang ditarik dirangkaikan
dengan peralatan yang kaku, sedemikian sehingga dapat
menjamin bahwa kendaraan yang ditarik dapat dike-
mudikan dengan baik melalui penariknya dan beratnya ti-
dak lebih dari separuh berat kendaraan penarik, serta tidak
lebih dari 750 kilogram;

b. sumbu yang dikemudikan dari kendaraan bermotor yang
ditarik, diangkat dari atas tanah dengan peralatan khusus
yang dipasang pada kendaraan penariknya.

Kendaraan bermotor yang ditarik pada waktu malam hari ha-
rus memiliki sekurang-kurangnya lampu posisi atau lampu
isyarat peringatan bahaya di bagian belakangnya.



(4) Setiap peralatan yang digunakan urtuk merangkaikan kenda-
raan penarik dan kendaraan yang ditarik harus dinpasang de-
noan baik dan kukih dengan jarak antara kendaraan penarik
dan vang ditarik tidak lebih dari 5 meter.

Pasal 125

Ketentuan labih lanjut mengenai muatan dan ukuran kendaraan
bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.

Paraagraf 19
Rancang Bangun dan Rekayasa

Pasal 26

(1) Rancang bangun dan rekaya<a kendaraan bermotor; kereta
gandengan, kereta tempeian, k iroseri, bak muatan, dan modi-
fikasi serta alat-alatnya wajib mz2menuhi persyaratan teknis.

(2) Sebagai bukti bahwa rancang >angun dan rekayasa sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan
teknis, diberikan pengesahan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Laik
Jalan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Ambang Batas Laik Jalan

Pasal 127

(1) Kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas laik jalan,
yang meliputi :

emisi gas buang kendaraan bermotor;

kebisingan suara kendaraan bermotor;

efisiensi sistem rem utama;

efisiensi sistem rem parkir;

Kincup roda depan;

rPRpae



(2)

tingkat suara klakson;

kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

radius putar,

alat penunjuk kecepatan;

j. kekuatan, untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk ma-
cing-masing ienis, ukuran dan !apisan;

k. kedaiaman alur ban luar.

i D'Lp i

Untuk kendaraan-kendaraan tertentu sesuai peruntukkannya,
Menteri dapat menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan
bermotor selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1).

Ketentuan ambang batas laik jalc n sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dan huruf £ ditetapkan dengan Kepu-
tusan Menteri yang bertanggung ja vab di bidang pengelolaan
lingkungan hidup setelah mendenc ar pendapat Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai arr bang batas laik jalan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) selain huruf a dan huruf b,
diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragrafi 2
Pengesahan dan Sertifikat Tipe

Pasai 128

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta
tempelan baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri
maupun diimpor, harus memenuhi persyaratan teknis dan am-
bang batas laik jalan sesuai dengan peruntukannya.

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta
tempelan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) diberikan pengesahan dan sertifikat tipe
setelah lulus uji tipe.

Pasal 129

Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus dapat diberikan pe-
ngecualian dan/atau penambahan persyaratan teknis dan/atau laik
jalan.



Pasal 130

Ketentuann mengenai pengecuaiian dan/atau tambahan terhadap
pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dapat diberikan ter-
hadap :

a.

b.
C.

d.

kendaraan bermotor yang dirancang tidak untuk dipergunakan
di jalan;

kereta untuk orang cacad;

kendaraan bermotor yang dicoba di jalan dalam rangka
penelitian;

kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi baru.

~Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai per gesahan dan sertifikat tipe
diatur dengan Keputusan Menteri.

(1)

(2)

(3)

BAB I}
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
Jenis dan Persyarctan Umum

Paragraf 1
Jenis Pengujian

Pasal 132
Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka

menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan
umum.

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji
tipe dan/atau uji berkala.



Paragraf 2
Porsyaratan Umum Pengujian

Pasal 133

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan
oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.

(2) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tingkat wewenang
dan tanggung jawab tenaga pe guji secara berjenjang.

Pasal 124

Kualifikasi sebagaimana dimaksud «'alam Pasal 133 diperoleh se-
telah mengikuti pendidikan dan pei: tihan penguji kendaraan ber-
motor.

Pasal 155

(1) Setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diberi sertifi-
kat dan tanda kualifikasi teknis oleh Menteri.

(2) Sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1), berlaku untuk seluruh indonesia.

(3) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas harus
mengenakan tanda kualifikasi teknisnya.

Pasal 136

(1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat
dilakukan oleh :
a. pelaksana pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan
fasilitas pengujian;



(2)

b. tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 135.

Pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan
seluruh peralatan uji secara baik dan benar.

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terha-
dap pelaksanaan pengujian kerdaraan bermotor sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1).

Pascl 137

Kendaraam bermotor, kereta ¢gindengan, kereta tempelan dan
kendaraan khusus dinyatakan |ilus uji, apabila memenuhi per-
syaratan teknis dan laik jalan.

Paszl 138

Ketentuan lebih lanjut mengenii persyaratan umum pengujian
diatur dengan Keputusan Mente i.

Bagian Kedua
Uji Tipe

Pasal 139

(1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tem-pe-

(2)

(3)

lan dan kendaraan khusus, sebelum disetujui untuk diimpor
atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal, wajib dila-
kukan uji tipe.

Kendaraan bermotor yang diwajibkan uji tipe sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) dapat berupa landasan kendaraan ber-
motor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.

Pelaksanaan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh Menteri.



(1)

(2)

Pasal 140

Penguijian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 ayat (1), dipungut biaya.

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memperoleh
persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
keuangan negara.

Pasal 14i

Kendaraan bermotor, kereta ganc engan, kereta tempelan, dan ken-
daraan khusus yang telah lulus vii tipe, diberikan tanda bukti lulus
uji tipe berupa :

a.

b.

(1)

(2)

sertifikat uji tipe dilengkapi deagan pengesahan hasil uji untuk
kendaraan bermotor yang diuj tipe dalam keadaan lengkap;
sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil
uji untuk landasan kendaraan >ermotor yang diuji tipe.

Pasa' 142

Bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta
tempelan, kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh
sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, penang-
gung jawab pembuatan/perakitan dan/atau pengimporan ken-
daraan yang bersangkutan harus memberi jaminan bahwa se-
tiap unit kendaraan yang diimpor atau dibuat dan/atau dirakit
memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan
tipenya.

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. sertifikat registrasi uji tipe yang disertakan pada setiap unit
kendaraan yang bersangkutan, untuk kendaraan yang diuji
tipe dalam keadaan lengkap;

b. surat keterangan lulus uji tipe landasan yang disertakan pada
setiap unit landasan kendaraan bermotor yang bersangkut-
an, untuk landasan kendaraan bermotor yang diuiji tipe.



)

(1)

(2)

Setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandeng-
an dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2), juga harus diberi tanda lulus uji tipe dan tanda
peingenal pabrik pembuatnya.

Pasal 143

Untuk setiap penerbitan seriifikat registrasi uji tipe sebagaima-
na dimaksud dalam Pasa! 142 ayat (2) huruf a, harus mermba-
yar biaya registrasi uji tipe yang disetorkan ke kas negara se-
suai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya biaya registrasi uj: tipe sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) ditetapkan d¢ngan Keputusan Menteri yang
bertanggung jawab di bidan ) keuangan negara.

Pasa 144

Kendaraan bermotor, kereta ganc engan, kereta tempelan, dan ken-
daraan khusus yang telah meriperoleh sertifikat uji tipe, yang
kemudian dilakukan perubahan teknis sehingga bentuk,unjuk kerja
dan tipenya berubah, ditetapkin sebagai tipe baru dan wajib
dilakukan uji tipe.

(1)

(2)

(3)

Pasal 145

Bagi kendaraan bermotoer yang dimasukkan ke Indonesia un-
tuk maksud penggunaan sementara, paling lama 6 (enam) bu-
lan dan telah memiiiki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku
dari negara asainya, tidak diwajibkan uji tipe dan uji berkala.

Apabila kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) selama berada di Indonesia ternyata masa ujinya bera-
khir, kendaraan bermotor tersebut dikenakan kewajiban uiji
berkala atau segera diekspor kembali ke negara asalnya.

Setelah batas waktu penggunaan sementara berakhir, kenda-
raan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
diekspor kembali.



Pasal 146

Kendaraan bermotor yang nanya dibuat/dirakit dan/atau diimpor
dalam jumlah sebanyak-banyak 10 (sepuiuh) unit untuk setiap tipe,
dibebaskan dari kewajiban uji tipe.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe diatur dengan Keputusan
Menteri.

Bagian Ketiga
Uji Berkala

Pasa! 148

(1) Setiap kendaraan bermotor ienis mobil bus, mobil barang,
kendaraan khusus sebagaim: na dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf ¢, huruf d dan huruf e, kereta gandengan dan kereta
tempeilan, dan kendaraan uriwum yang dioperasikan dijalan,
wajib dilakukan uii berkala.

(2) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berla-
ku selama © {enam) bulan.

Pasal 149

Ketentuan mengenai mulai beriakunya kewajiban uji berkala dan
masa berlaku uji berkala bagi kendaraan bermotor jenis sepeda
motor dan mooil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri.

Pasal 150

(1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan,
yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti
lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala yang berlaku
diseluruh wilayah Indonesia. '



(2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya berisi data mengenai :

(3)

(4)

mEXTTIQTO A0 T
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nomor uji kendaraan,

nama pemilik;

alamat pemilik;

merek/tipe;

jenis;

tahun pembuatan/perakitan;

isi silinder;

daya motor penggerak;

nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
nomor motor penggerak /mesin;

. berat kosong kendaraar;

jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat
kombinasi yang diperbci zhkan untuk mobil barang dan mo-
bil bus;

.jumlan berat yang diizink an dan atau jumlah berat kombina-

si yang diizinkan untuk inobil barang dan mobil bus;
konfigurasi sumbu roda:
ukuran ban teringan;

. kelas jalan terendah var g boleh dialalui;,

ukuran utama kendaraaij;
daya angkut;

masa berlakunya;

bahar bakar yang digunakan;
kode wilayah pengujian.

Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data
mengenai :

a.
b.
C.

kode wilayah pengujian;
nomor uji kendaran;
masa berlaku.

Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur
pengaman.



Pasal 151

(1) Bagi kendaraan bermctor, kereta gandengan, kereta tempel-
an, dan kendaraan khusus yang tinenya telah memperolen
sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 142 ayat (2) huruf a, dibebaskan dari kewajiban uji berkala
untuk yang pertama Kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk vang
pertama kali.

(2) Selambat-lambainya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa
pembebasan wajib uji b rkala untuk yang pertama kali seba-
gaimana dimaksud daiem ayat (1), pemilik atau pemegang
kendaraan wajib melapor <an dan mendaftarkan kendaraannya
kepada pelaksana pengt: ian setempat untuk dijadualkan wak-
tu pengujiannya.

Pasal 152

Bagi kendaraan bermotor yar g dibebaskan dari kewajiban uji tipe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dikenakan kewajiban uji
berkala sebelum kendaraan t2rsebut memperoleh surat tanda no-
mor kendaraan bermoior, tanda nomor kendaraan bermotor, dan
buku pemilik kendaraan bermotor.

Pasal 153

Pelaksanaan penguiian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 148 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 154

(1) Jumlah pelaksana pengujian berkala di suatu daerah, dite-
tapkan berdasarkan :
a. jumlah kendaraan;
b. kondisi geografi;
c. luas daerah yang memerlukan pelayanan pengujian.

(2) Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala ditetapkan oleh
Menteri.



(3) Suatu daerah yang hanya memiliki jumlah kendaraan wajib uji

relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus
dilayani, dan/atau karena kondisi geografinya tidak memung-
kinkan kendaraan dari satu tempat mencapai tempat pelaksa-
naan pengujian, pelaksanaan pengujian dapat dilakukan de-
ngan menggunakan unit penaujian keliling.

Pasal 155

Lokasi tempat pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 154 ayat (2) harus memenuh! persyaratan :

a.

b.
C.

(1)

(2)

3

terletak pada daerah ya: ig mudah dijangkau oleh pemilik kenda-
raan; :
sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;

memiliki atau menguasczi areal tanah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 156

Setiap tempat pelaks: naan pengujian harus memiliki tenaga
penguji yang memiliki kualifikasi teknis.

Jumlah dan tingkat ku:alifikasi teknis tenaga penguji sebagai-
mana dimaksud dalem ayat (1), harus sebanding dengan
banyaknya peralatan uji, jumlah kendaraan wajib uji, dan kon-
disi geografis maupun luas wilayah yang dilayani.

Pasal 157

Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk
yang pertama kali diajukan secara tertulis dan wajib memenu-
hi persyaratan :
a. untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat
uji tipe :
1) memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
2) melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
3) memiliki bukti pelunasan pambayaran biaya uji.
b. untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe :

1) memiliki surat keterangan pembebasan uji tipe;
2) melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
3) memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang ber-
sangkutan.

Pasal 158

Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak luius uji, petugas
penguji wajib memberitahukan secara tertulis :

a. perbaikan-perbaikan yarg harus dilakukan;

b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

Pemilik atau pemeg ang kendaraan yang melakukan uji ulang
sebagaimana dimat sud dalam ayat (1) tidak diperlakukan se-
bagai pemohon bar 1 dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 159

Apabila pemilik atati pemegang kendaraan tidak menyetujui
keputusan penguji ..ebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayat (1), dapat men:jajukan keberatan secara tertulis kepada
pimpinan petugas panguji yang bersangkutan.

Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera meminia penje-
lasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka wak-
tu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis
kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima
atau ditolak permohonan keberatan tersebut.

Apabila permchonan keberatan diterima, pimpinan petugas
penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk
melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uiji.

Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan
uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tetap
dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan
tidak dapat lagi mengajukan keberatan.



Pasal 150

Pemilik kendaraan yang ielah mendapat bukti lulus uji sebagaima-
na dimaksud dalam Pasai 150 harus malaporkan secara tertulis
kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apa-
bila :

a.

b.

terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak

dapat terbaca dengan ielas;
memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus le-

bih ‘dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian
yang bersangkuian;

. mengubah spesifik asi teknik kendaraan bermotor sehingga ti-

dak sesuai lagi den jan daia yang terdapat dalam bukti lulus uji;

. mengalihkan pemil: <an kendaraan bermotor sehingga nama pe-

milik tidak sesuai Iz gi dengan yang tercantum dalam bukti lulus
uji;

. pada saat masa te laku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat

melakukan uji berk:la, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasai 161

(1) Sertifikat regisira i uji tipe atau buku uji sebagaimana dimak-

(2)

sud.dalam Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 150 dapat dicabut

apabila :

a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak se-
suai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji
tipe dan buku uji kendaraan yang bersangkutan;

b. kendaraan dioperasikan secara terus menerus labih dari 3
(tiga) bulan di iuar wilayah pengujian yang bersangkutan;

c. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik
tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.

Pemilik kendaraan yang sertifikat registrasi uji tipe atau buku
ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan me-
lakukan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.



Pasal 162

(1) Permohcnan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji
dapat diberikan seteiah memenuhi persyaratan :

(2)

(4)

a.
b.

memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;

melampirkan surat ianda terima laporan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasai 160 huruf e, bagi kendaraan
yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada
saat masa berlaku uji berakhir;

c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraarn;
d.

lulus uji beikala.

Permohonan per ibahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan
setelah memenu i persyaratan :

a.
b.
C.

memiliki tands bukti lulus uji yang lama;

memiliki tande¢ jati diri pemilik kendaraan;

menyampaika keterangan mengenai perubahan-peruba-
han spesifikasi teknik dan/atau data pemilik dan/atau wila-
yah operasi kc ndaraan;

lulus uji berka'a untuk kendaraan yang mengalami peruba-
han spesifikasi tekniknya.

Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan
setelah memenuhi persyaratan :

a.

b.
C.

d.

meimbawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian
setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;

melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan de-
ngan menunjukkan asiinya;

membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa
berlakunya.

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) secara lengkap, dalam jang-
ka waktu selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan,
perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada
pemohon.



Pasai 163

(1) Untuk meiakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan
penggantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 148 ayat (1) dan Pasal 162 dipungut biaya.

(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri seteltah mendengar pendapat Menteri
Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri yang
bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

Pasal 164

Pemilik kendaraan japat melakukan uji berkala di luar wilayah
pengujian yang bers angkutan dengan memenuhi persyaratan :

a. memiliki tanda bt kti lulus uji yang masih berlaku;

b. memiliki tanda jai’ diri pemilik kendaraan;

c. membayar biaya 1ji berkala.

Pasal 165

(1) Pada setiap pel.iksana pengujian berkala kendaraan bermotor
dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji
dan prosedur penguiian berkala kendaraan bermotor.

(2) Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan da-
pat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Pasal 166

(1) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (1) huruf a, harus dikalibrasi secara berkala oleh pejabat
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

(2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- dibebankan kepada pelaksana pengujian berkala yang ber-
sangkutan.



Pasal 167

(1) Setiap kendaraar: bermotor, kereta gandengan, dan kereta
tempelan yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi no-
mor uji kendaraan.

(2) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus :
a. berisikan kode wilayah dan nomor urut pengujian;
b. dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan ken-
daraan.

(3) Nomor uji kendaraen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku selama <(endaraan yang besangkutan masih
dioperasikan di jala:.

Pasal 168

(1) Setiap mobil bus, i110bil barang, kendaraan khusus, kereta
gandengan dan ker :ta tempelan yang telah luius uji berkala
diiengkapi dengan tanda samping.

(2) Tanda samping mobil bus, mobil barang, dan kedaraan khu-
sus sebagaimana dimaxksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangkanya memuat keterangan mengenai :

a. berat kosong kendaraan;

b. iumiah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang
diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal,

c. jumlah berat yang diperbolehkan, junlah berat kombinasi
yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jum-
lah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan ber-
motor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau ke-
reta gandengan;

d. daya angkut orang dan barang;

e. masa berlaku uji kendaraan;

f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

(3) Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya me-
muat keterangan mengenai :



a. berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;

b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang
diizinkan;

daya angkut barang;

masa berlaku surat dan tanda uji;

e. kelas jalan terendah yana boleh dilalui.

a0

Pasal 169

Pelaksana pengujian kendaraan bermotor wajib menyelenggara-
kan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 170

Ketentuan lebil lanjut mengenai uji berkala kendaraan bermotor,
kereta gandengan dan kereta tempelan diatur dengan Keputusan
Menteri.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 171

Kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia sang digunakan untuk berlalu lintas di jalan dan
berbaur dengan lalu lintas umum, wajib diuji.

Ketentuan lebih ianjut mengenai pengujian kendaraan bermo-
tor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Ke-
putusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahan-
an keamanan.

BAB IV
PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 172

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib
didaftarkan.

Pendaﬂaran kendaraan bermotor sebagalmana dimaksud da-

lam ayat (1) dilakukan untuk pengumpulan data yang dapat di-
gunakan :



(1)

(2)

(1)

a. tertib administrasi;

b. pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia;

c. mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan
menyangkut kendaraan yang bersangkutan;

d. dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu
lintas dan angkutan jaian;

e. memenuhi kebutuhan daia lainnya dalam rangka peren-
canaan pembangunan nasional.

Pasal 173

Untuk keperlua  tertentu kendaraan bermotor yang belum per-
nah didaftarkar dapat dioperasikan di jalan.

Keperluan tertetu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) me-

liputi :

a. memindahkai kendaraan dari tempat penjual, distributor
atau pabrika1 ke tempat tertentu untuk mengganti atau
melengkapi |.omponen penting dari kendaraan yang ber-
sangkutan atau ke tempat pendaftaran kendaraan bermctor;

b. memindahka dari suatu tempat penyimpanan di suatu pa-
brik ke tempat penyimparan di pabrik lainnya;

c. mencoba kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut
dijual;

d. mencoba kendaraan bermotor yang sedang dalam taraf
penelitian;

e. memindahkan kendaraan bermotor dari tempat penjual ke
tempat pembeli.

Pasal 174

Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 172 ayat (1) untuk yang pertama kali wajib memenu-
hi syarat-syarat :

a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe dan tanda bukti lulus uji
tipe, atau buku dan tanda bukti lulus uji berkala;
b. memiliki bukti pemilikan kendaraan bermotor yang sah.



(2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilampiri
sekurang-kurangnya data mengenai :

a.

0

nama pemilik yang dibuktikan dengan tanda jati diri yang
bersangkutan, dan dalam hal badan hukum, nama badan
hukum yang bersangkutan yang dibuktikan dengan akte pendirian;
alamat pemilik atau badan hukum;

wilayah administrasi, tempat kendaraan bermotor itu biasa-
nya berada,;

bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor,
bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib
dana t ecalakaan lalu lintas jalan;

jenis kendaraan bermotor;

merek tipe, tahun pembuatan, dan warna kendaraan ber-
motor;

nomor rangka landasan kendaraan bermotor;

nomor motor penggerak/mesin;

jenis i:ahan bakar;

tangg il pembelian.

Pasal 175

Sebagai buk:i bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan,
diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor
kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 176

(1) Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 175 berisi data mengenai :

TS TQmo a0 o

nama dan alamat pemilik;

jenis kendaraan;

jumlah roda dan sumbu;

merek dan tipe; '

tahun pembuatan/perakitan;

nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
nomor motor penggerak/mesin;

bahan bakar;

warna dasar kendaraan;

keterangan pabean untuk kendaraan bermotor yang
diimpor;



(2)

(3}

(4)

nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi
uii tipe atau nomor buku uji berkala untuk kendaraan ber-
motor yang tidak diwajibkan uji tipe;

nomor pendaftaran kendaraan bermotor.

Apabila terjadi perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/
atau perubahan mengenai spesifikasi teknik kendaraan ber-
motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat
dalam buku pemilik kendaraan bermotor.

Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimak-
sud dalai Pasal 175 berisi data mengenai :

ST Je~oo0oTe

PRpApgTE

nomor pendaftaran kendaraan bermotor;

. nama ¢ an alamat pemilik;

merek 1an tipe;

jenis;

tahur:  embuatan/perakitan;

isi silin ler;

warna lasar kendaraan;

nomor ‘angka landasan kendaraan bermotor;

nomor motor penggerak/mesin;

jumiah >erat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kom-
binasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobii
bus;

nomor buku pemilik kendaraan bermotor;

masa berlaku;

.warna tanda ncmor kendaraan bermotor;

bahan bakar:
kode iokasi;
nomor urut pendaftaran.

Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 175 berisi data menganai :

a.
D.
C.

kode wilayah pendaftaran;
nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
masa berlaku.



Pasal 177

Buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendara-
an bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 harus dibuat
dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman.

Pasal 178

Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat
(3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran pan-
jang 2£ ) milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor
dan ukuran panjang 195 milimeter serta lebar 135 milimeter un-
tuk ker daraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk
pemasec ngan tanda uji;

terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca,
yang p:\da permukaanya berisi huruf dan angka yang dibuat
dari balian yang dapat memantulkan cahaya;

tinggi F uruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor
yang di uliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor,
dan 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya,;

. warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1) dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan
umum dan kendaraan bermotor sewa.

2) aasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum;

3) dasar merah, tulisan putin untuk kendaraan bermotor dinas
pemerintah;

4) dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps
Diplomatik negara asing.

Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang

disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
Pasal 179

(1) Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana di maksud

dalam Pasal 176 ayat (1) berlaku selama kendaraan bermotor
yang bersangkutan masih dioperasikan.



(2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 176 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun,
setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti.

Pasal 180

Pendaftaran kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oieh
unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor satuan lalu lintas
Kepolisan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksana pendaftaran kendara-
an bern otor.

Pasal 181

(1) Perinohonan pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimanra
dim 1ksud dalam Pasal 155 disampaikan kepada pelaksana
pen laftaran kendaraan bermotor.

(2) Pelcksana pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-
lam)hatnya 24 jam sejak permohonan pendaftaran diterima se-
cara lengkap harus memberikan bukti pendaftaran kepada
pemohon, atau menolak permohonan pendaftaran.

(3) Permohcnan pendaftaran kenaaraan bermotor ditolak apabila :
a. pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana di-
maksud daiam Pasal 155;
b. kendaraan bermotor telah memiliki nomor pendaftaran ken-
daraan bermotor.

Pasal 182

Pemilik dari kendaraan bermotor yang telah mendapat bukti pen-

daftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

175 harus melaporkan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan

bermotor yang menerbitkan bukti pendaftaran apabila :

a. bukti pendaftaran hilang atau rusak sehingga mengakibatkan ti-
dak dapat terbaca dengan jelas;



(1)

(2)

(1)

(2)

. operasi kendaraannya dipindahkan secara terus menerus lebin

dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah tempat kenda-
raan didaftarkan;

spesifikasi ieknik kendaraan bermotor diubah sehingga tidak
sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti pendaftaran;

. pemilikan kendaraan bermoter beralih sehingga nama pemikk ti-

dak sesuai iagi dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran.

Pasal 183

Surat tanda nomor kendaraan bermotor dicabut apabila kewa-
jib 2n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b, huruf
c, Jan huruf d tidak dilaksanakan.

FPe nilik kendaraan bermotor yang surat tanda ncmor kendara-
an bermotornya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diberi surat tanda nomor kendaraan bermotor yang
baru setelah yang bersangkutan mendaftar kembali sesuai de-
nc¢an persyaratan yang berlaku.

Pasal 184

rermohonan pengesahan surat tanda nomor kendaraan ber-

motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2)

diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor

dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak
terjadi perubahan identitas pemilik dan atau spesifikasi tek-
nik kendaraan bermotor;

b. tanda jati diri dari pemilik kendaraan bermotor;

c. surat tanda nomor kendaraan bermotor;

d. buku pemilik kendaraan bermotor.

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) secara lengkap dan pemohon menunjukkan bukti
pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, pada hari
itu juga surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah
disahkan harus sudah diberikan kepada pemohon.



Pasal 185

Penaesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 186

Permohonan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor ken-
daraan bermstor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kencara-
an bermotor dengan melampirkan :

a. surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama atau surat ke-
terangan yang sah apabila tidak dapat menyerahkan surat tanda
nomor kendaraan bermotor dimaksud,;

b. salinar tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor setelah
menun ukkan aslinya;

c. salinai bukti lulus uji kendaraan bermotor yang bersangkutan
setelat menunjukkan aslinya.

Pasal 187

Permohor an perubahan tanda bukti pendaftaran kendaraan ber-
motor dia ukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermo-
tor dan memenuhi persyaratan :

a. melampirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama
atau surat keterangan yang sah apabila tidak dapat melam-
pirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor dimaksud,;

b. melampirkan buku pemilik kendaraan bermotor yang bersang-

kutan;

melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor

dengan menunjukkan asiinya;

d. melampirkan salinan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor
yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.

e. mambawa kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk
diperiksa.

O

Pasal 188

Permohonan penggantian tanda bukti pendaftaran kendaraan ber-
motor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermo-
tor dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :



{2)

-—
W
S

(1)

membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian
setempat apabila surat tanda nomor kendaraan bermotoir dan/
atau buku pemilik kendaraan bermotor hilang; |
melampirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan/atau
buku pemilik kendaraan bermotor yang masih ada;
melampirkan saiinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor
dengan menunjukkan aslinya; '

. melampirkan salinan bukii lulus uji berkala kendaraan bermotor

yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya;

. membawa kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk

jiperiksa.
Pasal 189

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 186 atau Pasal 187 atau Pasal 188 secara iengkap, da-
lam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam, bukti per-pan-
jang, perubahan atau penggantian harus sudah diberikan ke-
pada pemohon.

Permohonan perpanjangan, perubahan dan penggantian seba-

gaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan ditolak apabila :

a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 186, Pasal 187 dan Pasal 188;

b. kendaraan tersebut tersangkut dalam perkara tindak pidana;

c. atas permintaan instansi yang berwenang. '

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
diberikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari.

Pasal 190

Pendaftaran kendaraan bermotor, perpanjangan, perubahan
dan penggantian tanda bukti pendaftaran sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 174, Pasal 186, Pasal 187, dan Pasal
188 dipungut biaya.



(2)

(1)

(2)

(4)

Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Men-
teri inenetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung ja-
wab di bidang pertahanan keamanan dan mendapat per-
setujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan
negara.

Pasal 191

Pengoperasian kendaraan bermotor di jalan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 173, dilengkapi dengan surat tanda coba
:endaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor.

surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kenda-
:aan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberi-
} an kepada badan usaha di bidang perjualan, pembuatan,
i erakitan, atau pengimporan kendaraan bermotor.

tIntuk memperoleh surat tanda coba kendaraan bermotor dan
t inda coba kendaraan bermotor diajukan permohonan secara
tertulis kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor,
vang memuat :

a. nama pemohon yang bertanggung jawab, dibuktikan de-
ngan jati dirinya dan nama badan usaha yang diwakilinya;
alamat pemohon dan badan usaha yang diwakilinya;
alamat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
jumlah surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kenda-
raan yang dimohon.

o

Q. o

Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kenda-
raan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat digunakan pada kendaraan bermotor yang telah memi-
liki sertifikat uji tipe,sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji
tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan, sertifi-
kat registrasi uji tipe landasan dan tanda lulus uji tipe landasan.



(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 192

Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 191 ayat (2) berisi data mengenai :

a. nama badan usaha dan penanggung jawab:;

b. alamat badan usaha dan penanggung jawab;

c. kede lckasi;

d. ncmor urut pendaftaran tanda coba kendaraan.

Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus terbuat dari bahan yang imemiliki unsur-
unsur pengaman.

Pasal 193

Tanda coba kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
191 ayat (1) berisi data mengenai :

1. kode wilayah pendaftaran;

b. nomor pendaftaran.

Bentuk, ukuran, bahan, dan cara pemasangah tanda coba
kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 178.

Warna tanda coba kendaraan bermotor adalah dengan dasar
putih, tulisan merah.

Pasal 194

Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan
bermotor dapat diberikan pula kepada pemohon yang mengajukan
permohonan secara tertulis, khusus untuk maksud uji coba kenda-
raan bermotor yang sedang dalam taraf penelitian tanpa harus me-
menuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat
(2) dan ayat (3).



Pasal 195

Pemberian surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba
kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
laiu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana
pendaftaran kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Ne-
gara Repubiik Incdonesia, yang selanjutnya didalam Peraturan Pe-
merintah ini disebut pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

(2

S,

(4)

(1)

Pasal 196

Permohonan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda
coba kendaraan barmotor sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 191 ayat (3), diajukan kepaca pelaksana pendaftaran ken-
daraan bermotor.

Setelah menerima permchcenan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 24
jam, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberikan
jawaban mengenai diterima atau ditolak permohonan ter-
sebut.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-
terima, diberikan surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda
coba kendaraan bermotor, serta buku tanda coba kendaraan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditolak, wajib diberikan jawaban tertulis yang memuat alasan
penolakan.

Pasal 197

Buku tanda coba kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 196 ayat (3) memuat lembar formulir yang harus diisi
oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan
dan harus disertakan pada setiap kendaraan yang mengguna-
kan surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan
tersebut.



(2)

(3)

(4)

(1)

Setiap lembar formulir pada buku tanda coba kendaraan berisi

data mengenai :

a. maksud dan tujuan penggunaan surat tanda coba kendara-
an dan tanda coba kendaraan;

b. asal dan tujuan pengoperasian;

c. masa berlaku;

d. nomor sertifikat uji tipe dan nomor sertifikat registrasi uji
tine atau nomor sertifikat uji tipe iandasan dan nomer sertifi-
kat registrasi uji tipe landasan.

Masa berlaku percobaan kendaraan dalam lembar formulir
tanda coba kendaraan adalah selama-lamanya 14 (empat be-
las) hari untuk setiap kendaraan.

Pemilik surat tanda coba kendaraan bermotor berkewajiban
memberikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada
pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor mengenai peng-
gunaan surat tanda coba kendaraan dan buku tanda coba
kendaraan.

Pasal 198

Surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan dica-

but apabila :

a. digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang
tertera pada buku tanda coba kendaraan;

b. menggunakan surat tanda coba kendaraan bermotor dan
tanda coba kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan
buku tanda coba kendaraan;

c. badan usaha yang bersangkutan tidak lagi berusaha di bi-
dang penjualan, pembuatan/perakitan dan pengimporan
kendaraan bermotor;

d. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung

- jawab badan usaha;

e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 197 ayat (4);

f. tidak melakukan lagi kegiatan penelitian.



(2) Pencabutan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda
coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilakukan setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-ma-
sing 1 (satu) bulan.

Pasal 199

‘1) Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kenda-
raan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat
(1) berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan ke-
giatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat

(2).

(2) Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda
coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud daiam ayat
(1) dipungut biaya.

(3) Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Men-
teri menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung ja-
wab di bidang pertahanan keamanan dan mendapat
persetujuan Menteri vang bertanggung jawab di bidang
keuangan negara.

Pasal 200

Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor harus memasang pa-
pan pemberitahuan yang jelas terlihat oleh masyarakat, yang
sekurang-kurangnya berisi mengenai :

a. prosedur pendaftaran;

b. besarnya biaya yang dipungut;

c. lama waktu penyelesaian;

d. lokasi loket pendaftaran.

Pasal 201
Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri

menetapkan kode wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf a,



dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 193 ayai (1) huruf a, setelah berkoordinasi dengan Men-
teri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

Pasal 202

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
172 ayat {2) Kepolisian Negara Republik Indonesia cebagai
pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor menyelenggara-
kan sistem informasi kendaraan bermoior.

(2) Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Men-
teri menetapkan ketentuan mengenai sistem informasi kenda-
raan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah
berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bi-
dang pertahanan keamanan.

Pasal 203

(1) Kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia yang berlalu lintas di jalan dan berbaur dengan lalu
lintas umum, wajib didaftarkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran kendaraan ber-
motor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Men-
teri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

BAB V
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 204

(1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membe-
tulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar
tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel umum kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.



Pasal 205

Penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1), harus dengan izin
usaha bengkel umum Kendaraan bermotor dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang industri.

Pasai 206

Izin usaha sebagaimana dimaksud calam Pasal 205 berlaku sela-
ma perusahaan bengkel umum tersebut masih menjalankan kegiat-
an usahanya.

BAB VI
PERSYARATAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 207

Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari :
a. sepeda;

b. kereta yang ditarik hewan;

c. becak;

d. kereta dorong atau tarik.

Pasal 208

Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan
harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta
dilengkapi dengan :

a. satu buah lampu di bagian depan yang menyinarkan ke depan
dengan cahaya putih atau kuning yang diarahkan ke depan ba-
wah sehinggadapat menerangi sejauh 5 meter jalan di depannya;

b. satu buah lampu di bagian belakang yang menyinarkan ke arah bela-
kang cahaya merah, atau satu buah pemantul cahaya dipasang
dalam posisi tegak lurus yang memantulkan cahaya merah te-
rang;

Cc. rem yang bekerja baik;

d. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat
didengar dari jarak sekurang-kurangnya 15 meter.



Pasai 209

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak,
dan kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalan harus
dikonstruksi cukup kuat ses,qai 'dengan peruntukannya serta
dilengkapi dengan :

a.

Qo

dua buah lampu atau lentera yang ditempatkan di sebelah kiri
dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 milimeter dari
bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan
cahaya putih atau kuning ke depan,dan menyinarkan cahaya
merah ke samping dan kearah belakang; atau

satu buah lampu/lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi
atau pengawal yang berjalan di sisi kendaraan tersebut untuk
kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik;

rem yang bekerja baik khusus untuk becak;

ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta
yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik berhenti atau
parkir;

. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya khusus untuk

kereta yang ditarik hewan dan becak.

Pasal 210

Ketentuan labih lanjut mengenai kendaraan tidak bermotor, diatur
dengan Keputusan Menteri.

BAB Vil
PENGEMUDI

Bagian Pertama
Surat Izin Mengemudi

Paragraf 1
Penggolongan Surat I1zin Mengemudi

Pasal 211

(1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib me-

miliki surat izin mengemudi.

(2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibagi dalam beberapa golongan :



(1)

(2)

(3)

a. golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mooil
bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang
diperbolehkan tidak lebih dari 3.5C0 kilogram;

b. golongan B |, untuk mengemudikan mobil bus dan mobil
barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan
lebin dari 3.500 kilogram,

c. golongan B I, untuk mengemudikan tractor atau kendaraan

bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan
dengan berat yang diperbolehkar untuk kereta tempelan
atau kereta gandengan labih dari 1.000 kilogram;

d. golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor yang
dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilo-
meter per jam:

e. golongan D, untuk mengemudikan sepeda moior yang
dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer
per jam.

Pasal 212

Untuk mengemudikan kendaraan umum, harus memiliki surat
izin mengemudi umum yang sesuai dengan golongannya, yai-
tu :

a. A Umum untuk golongan A;

b. B | Umum untuk golongan B ;

c. B Il Umum untuk golongan B Il.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berla-
ku untuk pengemudi yang mengemudikan sendiri kendaraan
umum yang disewanya.

Pasal 213

Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
211 dan Pasal 212 berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Surat izin mengemudi golongan B | dapat diberlakukan seba-
gai surat izin mengemudi golongan A.

Surat izin mengemudi golongan B |l, dapat diberlakukan seba-
gai surat izin mengemudi golongan A dan B |.



(4) Surat izin mengemudi golongan C dapat diberlakukan sebagai
surat izin mengemudi golongan D.

Pasal 214

Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211
dan Pasal 212 berlaku selama 5 (iima) iahun dan dapat
diperpanjang.

Pasal 215

(1) Setiap golongan surat izin mengemudi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal! 211 dan Pasal 212 berisi data mengenai :

nama pemilik;

tempat/tanggal lahir pemilik;

alamat pemilik;

pekerjaan pemilik;

tinggi badar pemilik;

tempat dan tanggal diterbitkan;

nama dam cap instansi yang menerbitkan;

nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan;

golongan dan nomor surat izin mengemudi;

jenis surat izin mengemudi,

. tanggal berakhir masa berlaku;

tanda tangan dan sidik jari pemilik;

m. pas photo dari pemilik.

e L

(2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(3) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman.

Pasal 216

Pemberian surat izin mengemudi sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh
unit pelaksana penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermo-
tor satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksa-
na penerbitan surat izin mengemudi.



Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh
Surat Izin Mengemudi

Pasal 217

(1) Untuk memperoleh surat izin mengemudi, harus memenuhi
persyaratan :

a.
b.
C.

d.

60O ™o

mengajukan permohonan tertulis;

dapat menulis dan membaca huruf latin;

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu

lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor;

memenuhi ketentuan tentang batas usia :

1) 16 tahun untuk surat izin mengemudi golongan C dan D;

2) 17 tahun untuk surat izin mengemudi golongan A;

3) 20 tahun untuk surat izin mengemudi golongan B | dan
B Il;

. memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor;

sehat jasmani dan rohani;

.lulus ujian teori dan praktek;
.telah memiliki surat izin mengemudi sekurang-kurangnya

12 bulan golongan A bagi pemohon golongan B |, dan
sekurang-kurangnya 12 tulan B | bagi pemohon golongan
B IL.

Untuk mendapatkan surat izin mengemudi golongan A Umum,
B | Umum dan B Il Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
212 ayat (1), harus dipenuhi persyaratan :

a.

Memiliki surat izin mengemudi :

1) golongan A untuk memperoleh golongan A Umum;

2) golongan A Umum atau B | uniuk memperoleh golongan
B | Umum;

3) golongan B | Umum atau B Il untuk memperoleh
golongan B Il Umum;

mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan ber-

motor sesuai dengan golongan surat izin mengemudi yang

memiliki sekurang-kurangnya 12(dua belas) bulan;

. memiliki pengetahuan mengenai :

1) pelayanan angkutan umum;

2) jaringan jalan dan kelas jalan;

3) pengujian kendaraan bermotor;

4) tata cara mengangkut orangdan/ atau barang.



Pasal 218

(1) Permohonan surat izin mengemudi diajukan kepada
pelaksana penerbitan surat izin mengemudi dengan menggu-
nakan formulir yang sekurang-kurangnya berisi :

nama dan alamat;

jenis kelamin;

kebangsaarn;

. agama;

tempat dan tanggal iahir;

pekerjaan;

. keterangan mengenai golongan surat izin mengemudi yang

diminta;

h. keterangan mengenai ienis umum dan tidak umum surat

izin mengemudi yang diminta.

~0 Q0 ow
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(2) Permohonan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilampiri :

a. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal tetap atau sementara;

b. surat keterangan dokter yang menyatakan pemohon dalam

keadaan sehat jasmani dan rohani;

keterangan mengenai golongan darah;

. pas photo terbaru dari pemohon;

e. salinan surat izin mengemudi yang sesuai dengan golong-
an surat izin mengemudi umum yang diminta bagi pemohon
surat izin mengemudi umum; _

f. salinan surat izin mengemudi golongan A bagi pemohon
golongan B | dan golongan B | bagi pemohon golongan B Il.

Q o

Paragraf 3
Ujian Bagi Pemohon
Surat 1zin Mengemudi

Pasal 219
(1) Ujian untuk mendapatkan su_fat izin mengemudi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf g, meliputi pengeta-
huan teori dan praktek ketrampilan mengemudi.



(2) Pengetahuan teori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) teir-
diri dari :
a. peraturan lalu lintas;
b. teknik dasar kendaraan bermotor;
c. cara mengemudikan kendaraan yang baik di jalan.

(3) Praktek ketrampilan mengemudi sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) terdiri dari :
a. prakiek ketrampilan mengemudi kendaraan bermotor;
b. praktek berlalu lintas di jalan.

Pasal 220

Untuk mendapatkan surat izin mengemudi umum, pemohon
diharuskan mengikuti ujian yang terdiri dari :
a. ujian teori, meliputi pengetahuan mengenai :
1) pelayanan angkutan umum,;
2) jaringan jalan dan kelas jalan;
3) pengujian kendaraan bermotor;
4) tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
5) tempat-tempat periting di wilayah domisili.
b. ujian praktek, meliputi praktek :
1) menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang,
baik di terminal maupun di tempat-tempat tertentu lainnya;
2) tata cata mengangkut orang dan/atau barang;
3) mengisi surat muatan;
4) etika pengemudi kendaraan umum.

Pasal 221

Penguji dalam menyelanggarakan ujian untuk mendapatkan surat
izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pa-
sal 220 harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki surat izin mengemudi dari golongan yang sama dengan
golongan surat izin mengemudi yang dimohon oleh calon pe-
ngemudi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;

b. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan
tingkat atas;

c. diangkat sebagai penguji oleh pejabat yang berwenang.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 222

Hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal
220 harus diumumkan selambat-lambtainya 3 (tiga) hari kerja
sejak ujian dilakukan.

Pemohon surat izin mengemudi yang tidak luius ujian sebagai-
mana dimaksud dalam avat {1) dapat mengikuti ujian ulang da-
lam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari keria sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengajukan per-
mohonan baru.

Peserta ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
yang tidak iulus, dapat mengikuti ujian ulang setelah 60 (enam
puluh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengaju-
kan permohonan baru.

Pasal 223

Pemohon surat izin mengemudi yang lulus ujian harus diberi
surat izin mengemudi sesuai golongan yang dimohon,"
selambat-lambatnya 1 {satu) hari kerja sejak yang bersangkut-
an dinyatakan lulus.

Surat izin mengemudi diberikan setelah ditandatangani dan
dibubuhi cap jempol kanan pemohon atau jari lainnya.

Paragrat 4
Perpanjangan, Penggantian dan Mutasi
Surat Izin Mengemudi

Pasal 224

Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
214 dapat diperpanjang tanpa kaharusan mengikuti ujian se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220.

Permohonan perpanjangan masa berlaku surat izin menge-
mudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada
pelaksana penerbitan surat izin mengemudi dengan menggu-
nakan formulir yang ditetapkan serta melampirkan :



(3)

(4)

(1)

(3)

a. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal tetap atau sementara;

b. surat izin mengemudi yang dimohonkan untuk diperpanjang ;

c. surat keterangan dokter yang menyatakan pemohon dalam
Keadaan sehat jasmani dan rohani;

d. pas photo terbaru dari permiohon.

Apabila surat izin mengemudi telah habis masa berlakunya le-
bih dari 1 (satu) tahun, pemohon wajib mengikuti ujian teori
dan praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pa-
sal 220.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diterima secara lengkap, pelaksana penerbitan surat
izin mengemudi harus menerbitkan surat izin mengemudi atau
menolak permohonan.

Pasal 225

Apabila surat izin mengemudi hilang, rusak dan/atau tidak
terbaca lagi maka pemiliknya dapat mengajukan permohonan

- penggantian surat izin mengemudi baru.

Permohonan penggantian surat izin mengemudi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pelaksana pener-

bitar suratizin mengemudi yang bersangkutan, dengan meng-
gunakan formulir yang telah ditetapkan serta melampirkan :

a. surat izin mengemudi yang dimiliki atau surat keterangan
kehilangan dari kepolisian setempat;

b. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal tetap atau sementara;

c. pas photo terbaru dari pemohon.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di-
terima secara lengkap, pelaksanaan penerbitan surat izin
mengemudi harus menerbitkan surat izin mengemudi baru
atau menolak permohonan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 226

Pemilik surat izin mengemudi harus melaporkan apabila pin-
dah tempat tinggalnya secara tetap ke luar wilayah kekuasaan
pelaksana penerbitan surat izin mengemudi dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak kepindanan di tempat
yang baru. '

Peiaksana penerbitan surat izin mengemudi setelah menerima
laporan, harus mengeluarkan surat keterangan untuk diguna-
kan pemohon apabila akarn memperbarui atau memperpan-
jang surat izin mengemudi.

Pemilik surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tetap dapat menggunakan surat izin mengemudi di
tempat tinggal yang baru sampai habis masa berlakunya.

Perpanjangan surat izin mengemudi dilakukan diwilayah ke-
kuasaan pelaksana penerbitan surat izin mengemudi di tempat
tinggal yang baru, dengan menvertakan dalam permohonannya
surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 227

Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali,
perpanjangan, dan penggantian dipungut biaya.

Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Men-
teri menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung ja-
wab di bidang pertahanan dan keamanan dan mendapat
persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
keuangan negara.



Paragraf 5
Penolakan dan Pencabutan
Surat I1zin Mengemudi

Fasal 228

Permohonan untuk mendapaikan surat izin mengemud: baru, dito-

lak apabila :

a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 217 dan Pasal 218;

b. pemohon telah memiiiki surat izin mengemudi dari golongan
yang sarna dengan yang dimchon;

c. masa pencabutan surat izin mengemudi yang bersangkutan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuat-
an hukum tetap, belum berakhir.

Pasal 229

Perpanjangan dan penggantian surat izin mengemudi ditolak apa-
bila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dlmak-
sud dalam Pasal 224 dan Pasal 225.

Pasal 230

Surat izin mengemudi dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. habis masa berlakunya;

p. dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa terbaca lagi;
c. digunakan orang lain;

d. diperolen dengan cara tidak sah;

e. data yang terdapat dalam surat izin mengemudi diubah.

Paragraf 6
Surat Izin Mengemudi Internasional

Pasal 231

(1) Pemilik surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 211 dan Pasal 212 dapat memperoleh surat izin
mengemudi internasional.



(2)

(3)

(5)

(2)

Surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diterbitkan oleh instansi atau badan yang
ditunjuk Menteri.

Untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon harus memiliki su-
rat izin mengemudi yang sama atau disesuaikan dengan go-
longan yang dimchon.

Permohonan untuk memperoleh surat izin mengemudi inter-
nasional diajukan kepada instansi atau badan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dengan menggunakan formulir yang
telah ditetapkan serta melampirkan :

a. salinan surat izin mengemudi yang dimiliki;

b. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal tetap atau sementara;

c. pas photo terbaru dari pemohon.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja se-
jak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteri-
ma secara lengkap, instansi atau badan yang menerbitkan su-
rat izin mengemudi internasional harus menerbitkan surat izin
mengemudi internasional atau menolak permohonan.

Pasal 232

Untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) dipungut biaya.

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.

| Pasal 233

Surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 231 berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat
diperpanjang. '



Pasal 234

Instansi atau badan yang menerbitkan surat izin mengemudi inter-
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, wajib melapor-
kan penerbitan surat izin mengemudi internasional secara berkala
setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteii dain Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 7
Pendidikan Mengemudi

Pasal 235

Pendidikan mengemudi dapat diselenggarakan oleh pemerin-
tah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah
mendéengar pendapat Menteri dan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesis.

Untuk memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan me-
ngemudi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus
mememenuhi persyaratan yang diatur iabih lanjut dengan Ke-
putusan Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional, dan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 236

Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan pen-
didikan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235
ayat (2), diajukan kepada Menteri yang bertangaung jawab di
bidang pendidikan -nasional dengan menggunakan formulir
yang telah ditetapkan serta melampirkan bukti pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3).



(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

Dalam jangka wakiu selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diterima secara lengkap, Menteri memberikan izin atau
menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 235 ayat (2).

Pasai 237

Penyelenggara pendidikan mengemudi yang telah memper-

oleh izin berkewajiban :

a. mentaati ketentvan peraturan perundang-undangan di bi-
dang pendidikan nasional serta lalu lintas dan angkutan ja-
lan;

b. mengumumkan biaya pendidikan mengemudi yang ditem-
patkan pada tempat yang mudah dilihat oleh calon penge-
mudi.

Izin penyelenggaraan pendidikan mengemudi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) dapat dicabut apabila
pemegang izin tidek memenuhi kewajiban sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1).

Pasal 238

Untuk keperluan pendidikan pengemudi, calon pengemudi da-
pat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan di bawah

pengawasan langsung orang yang memenuhi persyaratan un-
tuk itu.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. mempunyai golongan surat izin mengemudi sesuai dengan
kendaraan bermotor yang digunakan;

b. mempunyai pengalaman mengemudi sekurang-kurangya 3
(tiga) tahun pada golongan yang bersangkutan.

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagaimana dimak-

sud dalam ayat (1), harus dilangkapi :

a. tanda bertuliskan latihan, yang jelas kelihatan dari depan
dan dari belakang kendaraan bermotor;

b. rem tambahan yang dapat dioperasikan oleh pengawas se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1).



(1)

(2)

(4)

(5)

Paragraf 8
Sistem Informasi
Surat Izin Mengemudi

Pasal 239

Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi harus menyeleng-
garakan sistem informasi surat izin mengemudi.

Atas usul Kepala iKepoiisian Negara Republik Indonesia, Men-
teri menetapkan ketentuan mengenai sistem informasi surat
izin megemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah
berkcordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bi-
dang.pertahanan keamanan.

Bagian Kedua
Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan
Pergantian Pengemudi

Pasal 240

Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan,
perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan me-
ngenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi kenda-
raan umum. |

Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah 8 (delapan) jam sehari.

Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudikan kenda-
raan selama 4 (empat) jam berturut-turut, harus diberikan isti-
rahat sekurang-kurangnya setengah jam.

Dalam hal-hal tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) dapat dipekerjakan menyimpang dari waktu kerja
8 (delapan) jam sehari, tetapi tidak boleh lebiii dari 12 (dua be-
las) jam sehari termasuk istirahat 1(satu) jam.

Penyimpangan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) tidak berlaku bagi pengemudi kendaraan umum yang
mengemudikan kendaraan umum angkutan antar kota.



(6) Pengemudi kendaraan umum waiib mematuhi ketentuan wak-

(1)

(2)

tu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 241

Pengusaha angkutan umum yang mengoperasikan kenda-
raannya iebik dari waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (2) dan ayai {(4) harus menyediakan pengemudi peng-
ganti.

Pengusaha angkutar umum harus melakukan penggantian
pengemudi derngan pengemudi pengganti setelah jangka wak-
tusebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) dan ayat (4)
dilampaui.

Pasal 242

Penyimpangan waktu kerja dan penggantian pengemudi sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 240 dan pasal 241 diatur lebih lanjut
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
setelah mendengar pendapat Menteri.

(1)

(2)

(1)

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 243

Spesifikasi teknik kendaraan bermotor sebagaimana dimak-
sud dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan persyaratan
yang harus dipenuhi dalam penetapan Standar Nasional
Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknik sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 244

Untuk mengemu'-dikan kendaraan bermotor Angkatan Bersen--
jata Republik Indonesia, pengemudi harus memiliki surat izin
mengemudi Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia.



(2) Surat izin mengemudi Angkatan Bersenjata Republik indo-
nesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku un-
tuk mengemudikan kendaraan bermotor selain kendaraan ber-
motor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai surat izin mengemudi Angkatan Bersen-
jata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia.

BAE IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 245

Kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 76, mulai berlaku pada tanggal 17 September
1998.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 246

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan
Pemerintah, yang mengatur ketentuan mengenai kendaraan dan
pengemudi dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentang-
an atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 247

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan yang
mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bi-
dang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat |
dan Daerah Tingkat Il dinyatakan tetap berlaku.

(2) Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindak-
lanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan
oleh Daerah Tingkat | atau Daerah Tingkat Il yang bersangkutan.



Pasal 248

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Laiu
Lintas Jalan (Staatsbiad 1236 Nomor 451) sebagaimana telah be-
berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 249

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Septem-
ber 1993.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993
NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

capy/ ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL. M.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMCR 44 TAHUN 1983
TENTANG
KENDARAAN DAN PENGENUDI

UMUM
Kendaraan dan pengemudi merupakan sebagian unsur pokok
dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk
mewujudkan laiu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman
cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu me-
madukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelo-
sok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuh-
an dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan
penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjang-
kau oleh daya beli masyarakat.
Di samping itu, kedudukan dan peranan kendaraan maupun pe-
mengemudi juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyara-
kat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan perkem-
bangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan
secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, me-
ningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka me-
wujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju ma-
syarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasi-
la.
Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan
dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi seharusnya ti-
dak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih
dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan trans-
portasi jalan sebagaimana diuraikan di atas.

Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi terse-
but tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan
jalan yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari sistem transportasi nasional.

Pada kenyataannya, kegiatan pengaturan dan pembinaan terse-
but menuntut keterlibatan serta dukungan berbagai instansi pe-
merintah maupun masyarakat yang mempunyai kaitan tugas de-
ngan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.



Untuk mencapai daya guna dan hasil gurna yang optimal, diper-
lukan adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu,
menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai iika
kegiatan pengaturan dan nembinaan pada masing-masing in-
stansi pemerintah tersebut terkoordinasi secara utuh, tertib,
teratur dan sinergetik antara satu dengan lainnya, tanpa mengu-
rangi tugas danr tanggung jawab masing-masing instansi.

Pengaturan dan gembinaan lalu lintas dan angkutan jalan seba-
gaimana dimaksud dalam uraian di atas meliputi prasarana
trasportasi jalan, kendaraan dan pengemudi, penyedia dan pe-
makai jasa angkutan, lalu lintas dan angkutan. Peraturan Peme-
rintah ini hanya memuat hal ikhwal yang berkaitan dengan ken-
daraan dan pengemudi.

Hal ikhwal mengenai kendaraan dan pengemudi tersebut ditata
dalam saiu Peraturan Pemerintah, karena keduanya saling
mempengaruhi dan berkaitan sangat erat.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan de-
ngan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, ke-
wajiban yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang
akan dibuat/dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor, penggu-
jlan kendaraan bermotor beserta komponen-komponennya,
pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, pendaftaran
kendaraan bermotor, pengemudi, persyaratan teknis kendaraan
tidak bermactor, surat izin mengemudi dan waktu istirahat bagi
pengemudi.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur kewajiban pemilik
untuk mendaitarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka me-
ngumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administra-
si, pengendalian kendaraan bermotor yang dioperasikan di
Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau keja-
hatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta
dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas
dan angkutan jalan, dan memenuhi kebutuhan data lainnya da-
lam rangka perencanaan pembangunan nasional.



PASAL DEMI PASAL
PASAL 1
Angka 1
Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah ke-
reta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan de-
ngan kendaraan bermotor.

Angka 2
Rumah-ruman ialah bagian dari kendaraan bermotor jenis
mobil penumpang atau mobil bus atau mobil barang, yang
berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk
orang maupun barang.

Angka 3

Pengertian dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (dela-
pan) tempat duduk tidak termasuk pengemudinya adalah jika
tempat duduk penumpang yang dipasang pada ruang
penumpang pada kendaraan bermotor tersebut memiliki
ukuran dan jarak antara tempat duduk normal.

Dalam hal suatu kendaraan bermotor berukuran besar (misal-
nya mobil bus besar atau bus sedang yang memiliki jarak
sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 milimeter), tem-
pat duduk dan perlengkapannya memiliki ukuran sedemikian
rupa sehingga jumlah tempat duduk penumpangnya tidak le-
bih dari 8 (delapan), maka kendaraan bermotor semacam ini
dikelompokkan sebagai mobil bus.

Angka 4
Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan ber-
motor yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama de-
ngan 3.000 milimeter, walaupun jumlah tempat duduk kurang
dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

Angka 5
Termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan
bemotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermo-
tor penarik (tractor head).



Angka 6 :

Pengertian penggunaan untuk keperiuan khusus atau me-
ngangkut barang-barang khusus dalam ketentuan ini ada'ah
kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus, baik un-
tuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkut barang-
barang Khusus. endaraan khusus dimaksud antara lain ken-
daraan pengaiigkut peti kemas, kendaraan pengangkut ba-
han berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berba-
haya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambu-
lans, mobil jenazah, forkliit yang berlalu lintas di jalan, kenda-
raan bermotor vang dilengkapi dengan peralatan uji, kenda-
raan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (ser-
vice vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap
penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan per-
alatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk
menjajakan barang dagangan.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Orang yang langsung mengawasi dalam ketentuan ini adalah
orang yang berada pada kendaraan bermotor yang bersangkut-
an.

Angka 13
Cukup jelas



Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Besarnya jumlah berai yang diperbolehkan ditetapkan oiet
pembuat kendaraan bermotor yang bersangkutan berdasarkar
perhitungan-pernitungan teknis kendaraan.

Angka 16

Besarnya jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan merupa:
kan penjumlahan dari jumlah berat yang diperbolehkan kenda-
raan bermotor perarik dengan jumlah berat yang diperboleh:
kan kendaraan yang ditarik. Besarnya jumlah berat yanc
diperbolehkan kendaraan bermotor penarik dan kendaraar
yang ditarik masing-masing ditetapkan oleh pembuatnya berda:
sarkan perhitungan teknis kendaraan.

Angka 17
Berdasarkan jumlah berat yang diizinkan ditetapkan berdasar
kan kelas jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan kerusakar
jalan dan untuk keperluan kelancaran serta keselamatan lalu lin
tas. Oleh karena itu, penetapan besarnya jumlah berat yanc
diizinkan lebih kecil atau sama dengan jumlah berat yanc
diperbolehkan.

Angka 18
Besarnya jumlah berat kombinasi yang diizinkan ditetapkan ber
dasarkan kelas jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan keru
sakan jaian dan untuk keperluan kelancaran serta keselamatar
lalu lintas. Oleh karena itu, penetapan besarnya jumlah bera
kombinasi yang diizinkan lebih kecil atau sama dengan jumlat
berat kombinasi yang diperbolehkan.

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas



Pasal 2
Ayat (1)
Pengelompokan menjadi iim2 jenis kendaraan bermotor ter-
sebut dimaksudkan agair penggunaan kendaraan bermotor
sesuai deingan peruntukan dan kelas jalan yang dilaluinya

Ayat (2)

Masing-masing ienis kendaraan bermotor masih periu digo-
longkan lebii lanjut, untuk memberikan kejelasan tentang
bentuk-bentuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam
masing-masing jenis yang bersangkutan, dikaitkan pula de-
ngan sifat dan penggunaan kendaraan bermotor serta kelas
jalan, antara lain seperti mobil penumpang sedan, mobil bus
kecil, mobil bus tingkat.

Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Termasuk dalam pengertian badan kendaraan bermotor
adalah roda kelima (fifth whell) yang dipasang secara per-
maren pada landasan kendaraan bermotor (tranctor head)
yang khusus dirancang untuk menarik kereta tempelan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Untuk mengetahui bahwa rangka landasan kendaraan ber-
motor memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini, dapat dilakukan melalui perhitungan-perhi-
tungan teknis dengan menggunakan norma-norma teknologi
yang telah baku, atau melalui uji onstruksi, baik dengan
menggunakan peralatan uji konstruksi maupun uji jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 5

Avat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Nomor rangka landasan kendaraan bermotor harus dibubuh-
kan secara permanen dan tidak dapat dihapus selama kenda-
raan bermctor yang bersangkutan dioperasikan di jalan. No-
mer rangka iandasan kandaraan bermotor tersebut merupa-
kan identitas atau jati diri kendaraan vang bersangkutan.
Oletli karena itu, untuk keperluan penulisan jati diri atau iden-
titas kendaraan bemotor yang bersangkutan pada sertifikat
regisirasi, buku uji, surat tanda nomor kendaraan bermotor,
dan buku pemilik kendaraan bermotor, maka setiap pembuat
kendaraan bermotor melaporkan sistem penomoran dan
Ickasi penomoran rangka landasannya.

Ayat (3)
Nomor rangka landasan yang dibubuhkan pada badan ken-
daraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 6 ‘
Dalam Keputusan Menteri diatur ketentuan-ketentuan antara
lain mengenai persyaratan teknis konstruksi rangka landasan,
konstruksi rangka landasan yang dirancang untuk menarik ke-
reta gandengan atau kereta tempelan, konstruksi pengait ken-
daraan bermotor, tata cara penomoran rangka landasan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
"~ Ayat (2)
Bagian tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
adalah pada bagian blok motor atau rumah motor yang tidak
mudah diganti-ganti, dan tidak mudah dihapus.



Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Termasuk pengertian diikat adalah di kelam, dibuat dijepit
atau dikeling.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11

Bahan bakar alternatif lainnya dapat berupa antara lain bahan
bakar hidrogen, energi surya, energi listrik.



Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jeias

Huruf b
Arah pipa pembuangan harus dibuat sedemikian rupa se-
hingga tidak mengganggu pemakai jaian lainnya, termasuk
orang yang sedang berdiri atau berjalan di pinggir jalan.

Huruf ¢
Pipa pembuangan tersebut disamping tidak boleh menon-
jol melewati sisi samping atau sisi belakang kendaraan
bermotor yang bersangkutan,juga tidak boleh terlalu pen-
dek sehingga dapat menimbulkan terjadinya pusaran-
pusaran (turbulensi) yang dapat mengakibatkan masuknya
asap atau gas buang ke ruang penumpang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan alat penerus daya adalah peralatan
yang berfungsi meneruskan daya motor ke roda-roda kenda-
raan bermotor, sehingga kendaraan bermotor tersebut dapat
bergerak maju atau mundur.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup ielas



Pasal 1S

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat {2)
Pelek-pelek dan ban-ban hidup yang digunakan pada kenda-
raan hermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus
memiliki ukuran dan kemampuan sesuai dengan beban vang
dipikulnya. Untuk dapat memberikan jaminan keseiamatan
secara teknis terhadap penggunaan ban-ban dan pelek-
pelck pada kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kere-
ta tempelan, cesarnya beban yang diperbolehkan untuk ma-
sing-masing ukuran ban, dikaitkan dengan tekanan kerja
ban, cara pemasangan, dan tingkat keausan serta kerusakannya.
Dengan demikian maka dapat diketahui secara pasti, kapan
ban-ban dan pelek-pelek tersebut boleh digunakan pada
kendaraan dan kapan tidak boleh digunakan lagi.
Sumbu-sumbu roda kendaraan bermotor, kereta gandengan
kereta tempelan harus dihitung dan dibuat sedemikian rupa
sehingga mampu memikul beban dinamis kendaraan sebesar
jumiah berat yang diperbolehkan.

Ayat (3)

Daiam hal kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kere-
ta tempelan yang dirancang dan dibuat untuk mengangkut
beban tertentu sebesar jumlah berat yang diperbolehkan ter-
nyata beban pada masing-masing sumbu tunggalnya mele-
bihi kemampuan kelas jalan yang akan dilalui, maka kendara-
an tersebut dapat dikonstruksi dengan menggunakan sumbu
ganda atau lebih, disesuaikan dengan kelas jalan yang
dilalui.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas



Pasal 16

Ayat (1)

Kemajuan teknologi memungkinkan banyaknya jenis sistem
suspensi yang dapat digunakan pada kendaraan bermotor,
kereta gandengan dan kereta tempelan. Namun demikian,
belui: tentu seluruh jenis sistem suspensi tersebut cocok un-
tuk digunakan di Indonesia.

Oleh karcna itu, untuk kepentingan keseiamatan iaiu lintas
dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jenis-jenis suspensi
berupa penyangga yang boleh digunakan di Indonesia. Jenis
penyangga antara lain berupa pegas daun, penyangga
hidrolis, dan penyangga pneumatis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat {1)

Alat kemudi yang dipasang dalam kendaraan bermotor
berfungsi untuk mengendalikan arah gerak kendaraan ber-
mctor yang bersangkutan.

Roda kemudi digunakan untuk mobil penumpang, mokil bus,
mobil barang dan kendaraan khusus, sedangkan stang digu-
nakan untuk sepeda motor roda dua atau roda tiga.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Rem pelambat dalam ketentuan inidapat menggunakan alat rem
utama dengan motor sedang hidup, alat rem pelambat yang
khusus dirancang untuk itu, alat rem pelambat dan alat rem uta-
ma yang bekerja secara serempak.

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a

Rem utama dalam ketentuan ini harus mampu mengen-
dalikan kecepatan dan memberhentikan rangkaian ken-
aaraain bermotor dengan kereta gandengan atau kereta
tempelan, baik dalam keadaan tanpa muatan maupun
dengan muatan sesuai dengan jumlah berat yang diper-
bolehkan. Rem utama tersebut harus dapat bekerja
secara serempak atau hampir bersamaan pada setiap
roda pada rangkaian kendaraan bermotor.

Huruf b
Rem parkir harus dapat berfungsi secara baik pada semua
kondisi jalan bila kendaraan bermotor yang bersangkutan
dimuati sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan.
Rem parkir tersebut harus dilengkapi dengan alat pe-
ngunci mekanis.

Ayat (2)
Rem yang menjalankan dua fungsi pengereman dalam
ketentuan ini dapat mempunyai bagian-bagian yang merang-
kap dan bekerja pada semua roda.



Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Pengertian peralatan pengereman yang bersesuaian dalam
ketentuan ini adalah penggunaan sistem pengereman yang
bersesuaian antara kendaraan bermotor penarik dengan ken-
daraan yang ditarik, misalnya apabila kendaraan bermotor
penariknya menggunakan alat pengereman dengan sistem
udara, maka sistem rem yang digunakan pada kendaraan yang
ditarik juga sistem udara, atau jika kendaraan bermotor
- penariknya menggunakan sistem rem hidrolis, maka kendara-
an yang ditarik harus menggunakan sistem rem hidrolis pula.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasai 3C
Ayat {1)
Cukup ielas
Ayat (2)
Cukup jeias

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayai (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasa! 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
- Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas



Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jeias

Pasal 36
Ayat {1)
Cukup jelas
Ayai {(2)
Lampu mundur harus menyala apabila alat penerus daya
digerakkan pada posisi mundur.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasa! 38
Cukup jelas

Pasai 39
Cukup jeias

Pasai 40
Ayat (1)
Cukup jeias
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasai 44
Ayat (1)
Cukup ielas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian berdampingan sedekat mungkin dalam ketentuan
ini adalah dipasang sedemikian rupa sehingga tidak melebihi
lebar stang kemudi dan tidak mengganggu pengemudi yang
bersangkutan.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 51
Ayat (1)
Kendaraan bermotor roda tiga yang diperlakukan sebagai se-
peda motor adzalain kendaraan bermotor roda tiga yang tidak

dilengkapi dengan rumah-rumabh.

Ayat (2)
Cukup ielas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasai 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup ieias

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasai 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup ielas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Pengertian secara serentak dalam ketentuan ini adalah apa-
bila catu (switch) utama dalam posisi dihidupkan (on) maka
semua lampu-lampu yang disebutkan dalam ayat ini menyala
secara bersamaan.

Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal €5
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup ielas

Pasal 67
Ruruf (a)
Pengertian fasilitas umum dalam ketentuan ini adalah fasilitas
yang digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian
kendaraan bermotor yang dimaksud dalam ketentuan ini an-
tara lain kendaraan bermotor pengangkut sampah, kendara-
an bermotor untuk penyiram taman, kendaraan bermotor un-
tuk memasang atau memperbaiki fasilitas listrik untuk pene-
rangan umum.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 68
Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dalam ketentuan ini
adalah yang memiliki ukuran lebar 2.500 milimeter.

Pasal 69
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan-keten-
tuan mengenai kekuatan cahaya lampu-lampu, arah lampu uta-
ma, tata cara pemasangan.

Pasal 70
Cukup jelas



Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jeias

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayzt (3)

Yang dimaksud dengan pengukur jarak dalam ketentuan ini
adaiah alat vang berfungsi untuk mengukur jarak tempuh
kendaraan bermotor sejak kendaraan bermotor tersebut
dioperas:kan.

Pasai 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)

Tempat duduk penumpang di samping tempat duduk penge-
mudi dapat berjumlah satu tempat duduk atau lebih.

Tempat duduk penumpang yang terletak atau yang dipasang
di sebelah pengemudi dan tidak merupakan tempat duduk
penumpang yang paling pinggir dapat dilengkapi sabuk ke-
selamatan dengan dua jangkar.

Sedangkan tempat duduk pengemudi dan tempat duduk



penumpang di sebelah pengemudi yang paling pinggir
dilengkapi dengan sabuk keselamatan tiga jangkar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup ielas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Walaupun dalam ketentuan ini diperkenankan bumper me-
nonjol ke depan sepanjang maksimum ‘50 sentimenter, na-
mun bentuk dan cara pemasangan tetap harus memperhati-
kan keselamatan pemakai jalan lainnya.

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Khusus untuk kaca depan kendaraan bermotor, disamping
harus dicuat dari kaca keselamatan (safety glass) dan tidak
memuetikan bayangan yang tidak jelas, diharuskan pula me-
menuhi persyaratain harus terbuat dari bahan yang memiliki
tingkat kehalusan nermukaan yang tinggi dan dipasang pada
posisi xkemiringan serta kelengkungan tertentu, sehingga :
a. tidak menggangu pandangan mata yang dapat menga-
Kibatkan pengemudi cepat lelah dan pusing;
b. tidak menimbulkan jarak pandang semu atau palsu;
c. tidak merubah bentuk dan warna obyek yang dilihat oleh
pengemudi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 83
Cuk_up jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 85
Ketentuan ini dimaksudkan agar pengemudi tidak terganggu
oleh penumpang dan memberikan keleluasan kepadanya untuk
mengatur posisi tempat duduk.

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
- Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 87
Dalam Keputusan Menteri diatur antara iain persyaratan tekni:
konstruksi badan kendaraan bermotor, kontruksi pengikatai
badan kendaraan dengan rangka landasan, persyaratan tekni
kaca, dan tata letak tempat duduk.

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Huruf a
Ban cadangan dalam ketentuan ini harus memiliki ukura
dan tekanan ban yang sama atau hampir sama denga
“ban-ban yang terpasang pada kendaraan bermotor sert
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan tekni
segitiga pengaman serta persyaratan teknis dan laik jale
helm.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas



Pasal 92
~Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat {5)
Cukup jelas
Ayat {6)
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 94
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lebar efektif dalam ketentuan ini ada-
lah ukuran lebar yang paling sempit pada lorong mobil bus.
Ayat (2)
Cukup jelas .

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jeias
Ayat (2)
Cukup jeias
Ayai (3)
Cukup jelas

Pasai 98
Peralatan komunikasi dimaksud antara lain berupa lampu atau
bel. -

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan teknis
mengenai tempat keluar darurat, pintu keluar masuk, anak tang-
ga, lorong dan tempat berdiri.

Pasal 101
Tanda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini hanya boleh
dipasang pada bus sekolah dan ukuran tulisan cukup memadai
sehingga dapat dilihat secara jelas dari arah depan dan bela-
Kang.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tulisan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberita-
hukan pengemudi lainnya mengenai maksud dari lampu ber-
warna merah yang sedang menyala pada bus sekolah, untuk

menjaga keselamatan anak sekolah pada waktu naik dan/atau
turun dari bus sekolah.

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 104 : -_
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain nersysratan teknis
mengenai lampu peringatan dan tulisan tambahan yang harus
dipasang pada bus seikgclah, ukuran efektif pintu dan tangga ma-
suk atau keiluar.

Pasai 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1)
Perisai kolong dalam ketentuan ini dipasang pada bagian
samping kiri kanan dan belakang kendaraan untuk melin-
dungi keselamatan pemakai jalan lainya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 107 :
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai
bentuk, ukuran, bahan dan cara pemasangan perisai kolong.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan roda kelima adalah alat perangkai
kereta tempelan yang dipasang secara kukuh pada rangka
kandaraan bermotor penarik.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kaki-kaki penopang adalah kaki-kaki
yang berfungsi untuk menopang kereta tempelan pada saat
tidak dirangkaikan dengan kendaraan bermotor penariknya.



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jeias

Pasal 111
Cukup jclas

Pasal 112

Ayet (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan teknis alat
perangkai, kaki penopang dan cara pemasangannya, jenis, bentuk,
ukuran, bahan, cara pemasangan dan penggunaan alat perangkai.

Pasal 115

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 116
Walaupun lebar kereta gandengan yang diperkenankan ditarik oleh
sepeda motor sebesar maksimum 1.000 milimeter, namun lebar ke-
reta gandengan tersebut tidak boleh melebihi lebar sepeda motor
penariknya.



Pasal 117
Ayat (1)
- Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

rasal 118

Ayat (1)
Cukup jeias

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Lampu-lampu dan pemantul cahaya tambahan tersebut bersifat
sementara dan dipasang sesuai dengan ketentuan peisyaratan
teknis.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal i21

Ayat (1}
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 123
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jeias

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 125
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai
cara mengukur dan besarnya ukuran bagian-bagian kendaraan ber-
motor, tata cara pengesahan jumlah berat yang diperbolehkan dan
yang diizinkan, tata cara pengukuran radius putar, persyaratan tek-
nis rangkaian kendaraan bermotor, dan bentuk, ukuran, warna,ba-
han dan tata cara pemasangan tanda kendaraan bermotor berat.

Pasal 126
Ayat (1)
Persyaratan teknis dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 127
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas



Huruf ¢
Efisiensi sistem rem utama daiam ketentuan ini meliputi efisi-
ensi rem imobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang
diukur pada kondisi kendaraan bermotor diinuati sebesar jum-
lah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi
yany diperboiehkan.

Huruf d

Eiisiensi sistem rem parkir meliputi rem parkir denganken-
dali rem tangan atau kendali rem kaki, untuk mobil pe-
numpang, mobil bus dan mobil barang .

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Ambang batas alat penunjuk kecepatan menunjukkan keteli-
tian, toleransi dan penyimpangan yang diizinkan pada peralat-
~an tersebut. .

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)

Kendaraan-kendaraan tertentu sesuai dengan peruntukkannya
dalam ketentuan ini antara lain meliputi kereta gandengan, kereta
tempelan, bus tempel, dan bus tingkat.

Ayat (3)

Cukup jelas .

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 128

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jeias

Pasai 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain kententuan mengenai
tata cara pengesahan dan pemberian sertifikat tipe, persyaratan tek-
nis dan laik jalan untuk kendaraan khusus, dan pengecualian atau
penambahan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
tertentu sebagaimana dalam Pasal 130.

Pasal 132

Ayat (1)
Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bersifat pelayanan
umum dan lebih diutamakan pada pertimbangan menyangkut as-
pek keselamatan dan kelestarian lingkungan, sehingga tidak un-
tuk mencari keuntungan materiil.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 133
Ayat (1)
Keharusan setiap tenaga penguiji untuk memiliki kualifikasi teknis
tertentu tersebut dimaksudkan agar kualitas hasil pengujian ken-
daraan bermotor benar-benar dapat dipertanggung jawabkan,
dan secara teknis dapat mewujudkan keselamatan dan keles-
tarian lingkungan.
Ayat (2)
Pengelompokan kualifikasi tenaga penguji menjadi beberapa
tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjen-



jang tersebut dalam rangika meningkatkain pelavanan serta mem-
berikan kepastian hasil pengujian yang lebih baik kepada masya-
rakat. Disamping itu, dimaksudkan pula untuk melakukan pembi-
naan dain pengawasan kepada para tenaga penguii kendaraan
bermotor.

rengelcmpokkan Kualifikasi penguiji tersebut juga harus dapat
inencerminkan adanya penguiji-penguji yang diberi tugas seba-
gai peimbina, pengawas, penguji-penguji dengan wewenang pe-
nuh, penguii-penguiji tidak derngan wewenang penuh, serta pem-
bantu penguiji.

Pasal i34
Keharusan mengikuti pendidikan dan pelatihan penguiji kenda-
raan bermotor tersebut juga berlaku bagi penguji yang ingin me-
ningkatkan kualifikasi teknisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Un-
tuk menetapkan bahwa tenaga penguji memilih kualifikasi tek-
nis tertentu, maka yang bersangkutan harus lulus ujian sesuai
dengan tingkat kualifikasinya.

Pasal 135

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 136

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) :
Termasuk .dalam pergertian pembinaan dan pengawasan
teknis adalah tersedianya peralatan dan tenaga uji pada ma-
sing-masing pelaksana pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 137
Cukup jelas



Pasal 138
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai
pengelompokkan kualifikasi teknis tenaga penguji, pendidikan
dan perlatihan calcn penguji dan penguiji, tata cara memperoleh
sertifikat dan tanda kualifikasi teknis penguji, dan ketentuan-
ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian kendaraan
bermctor.

Pasai 129

Ayat (1)
Untuk keperluan uji tipe, perusahaan yang akan mempro-
duksi dan/atau merakit atau mengimpor kendaraan bermotor
secara massal, diperbolehkan untuk mengimpor satu atau
dua kendaraan bermotor sebagai tipe yang akan diuji untuk
memperoleh pengesahan dan sertifikat iaik jalan. Impor tipe
kendaraan bermotor tersebut diperbolehkan setelah
pemohon menyampaikan data teknis tipe kedaraan bermotor
yang akan diimpor kepada dan disetujui oleh Menteri. Izin un-
tuk memproduksi atau merakit atau mengimpor secara
massal suatu tipe kendaraan bermotor tertentu diterbitkan
setelah tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan mem-
peroleh pengesahan dan sertifikat laik jalan.

Ayat (2)
Landasan kendaraan bermotor yang diwajibkan untuk lulus
uji tipe adalah landasan kendaraan bermotor yang untuk me-
nuju ke tempat penjualan atau ke tempat pembuatan badan
kendaraan bermotor yang bersangkutan dikemudikan melalui
jalan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 141
Untuk mencegah pemalsuan sertifikat uji tipe, sertifikat dimak-
sud dicetak di atas bahan yang memiliki unsur-unsur panga-
man.



Pasai 142

‘Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) -
Untuk mencegah pemalsuan sertifikat registrasi uji tipe, serti-
fikat dimaksud dicetak di atas bahan yang memiliki unsur-un-
sur pangaman.

Avat (3)
Cukup jelas

Pasal 143
Ayat {1
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145

Ayat (1)
Penggunaan sementer dalam kententuan ini antara lain untuk
kegiatan olah raga kendaraan bermotor, panw:sata dan
angkutan lintas batas.

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai
kriteria tipe kendaraan bermotor, prosedur dan tata cara
pengujian, peralatan dan fasilitas uji tipe, tata cara memperoleh
sertifikat uji tipe, tata cara penerbitan registrasi uji tipe, bentuk,
ukuran, isi, dan bahan seritifikat uji tipe , kriteria penggunaan
sementera kendaraan bermotor di wilayah Indonesia dan pem-
bebasan kewajiban uji tipe.



Pasal 148
Ayat (1)
Kewajiban uji kendaraan ini juga berlaku terhadap kendara-
an-kendaraan milix Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jeias

Pasal 150

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)
Dalah hal kendaraan bermotor dilakukan perubahan spesifi-
kasi teknik, maka kendaraan tersebut dikenakan kewajiban
uji berkaia walaupun masa kurun waktu enam bulan belum
nabis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 152
Uji berkala harus dilakukan pada setiap unit kendaraan yanc
dibebaskan dari kewajiban uji tipe.

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasa! 155
Cukup jelas

Pasal 156
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 157

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 158

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ha: pemohon melaksanakan pengujian ulang pada
waktu dan tempat yang telah ditetapkan oieh penguji, pelak-
sanaan pengujian ulang tersebut tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 159

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal pemohon melaksanakan pengujian ulang pada
waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh penguiji, pelak-
sanaan pengujian ulang tersebut tidak dipungut biaya uji lagi

Ayat (4)
Cukup jelas



Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)
Dalam hal sertifikat registrasi uji tipe atau buku uji dicabut, tanda

uji yang berkaitan dengan sertifikat registrasi dan buku uji terse-
but juga dicabut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal16£

Ayat (1)
Permohonan perpanjangan dilakukan apabila masa berlaku bukt

uji dan tanda uji akan berakair.

Ayat (2)
Permohonan perubahan dilakukan apabila dilakukan perubahar
terhadap sepesifikasi teknik kendaraan dan atau data pemilil

dan atau wilayah operasi kendaraan.

Ayat (3)
Permohonan penggantian dilakukan apabila tanda bukti lulus u

hilang, rusak dan/atau tidak terbaca iagi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasai 163

Ayat (1)
Cukup jeias

Ayat (2)
Besarnya biaya yang ditetapkan oleh Menteri sama dan seragai
untuk seluruh Indonesia. Pelaksana penguijian tidak boleh memi
ngut biaya lain dalam bentuk apapun, kecuali biaya yang tele
ditetapkan dengan Keputusan Menteri di maksud.

Pasal 164
Cukup jelas



Pasai 165
Ayat (1) :
Papan informasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membe-
rikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat
Ayat (2)

Cukup ielas

Pasal 166

Ayat (1)
Cukup jeias

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 167
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan agar pembubuhan nomor uji pada
rangka landasan tidak hilang dan/atau rusak selama kedaraan
tersebut dioperasikan. '

Ayat (3)
Nomor uji kendaraan dalam ketentuan ini tetap berlaku walaupun
kendaraan tersebut mengalami perubahan spesifikasi teknis dan/
atau pemilikan dan/atau berpindahan wilayah operasinya.

Pasal 168

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup ‘jelas



Pasal 169 :
Melalui sistem informasi pengujian kendaraan bermotor dapat
diperoleh antara iain data mengenai :

a. Fasilitas pengujian dan tenaga penguiji;

b. pelaksanaan pengujian kendaraan;,

c. jumlah kendaraan menurut jenis, tahun pembuatan, merek, tipe di
masing-masing wilayah pengujian;

jumlah kendaraan yang diuji; :

jumlah kendaraan yang lulus uji dan tidak lulus uji;

jumlah buku uji dan tanda uji yang dikeluarkan;

permasalahan yang dihadapi.

@~oQ

Pasal 170

Dalam Keputusan Menteri diatur diantara lain ketentuan mengenai
prosedur pengujian berkala, bentuk, ukuran, warna , isi dan bahan
buku uji dan tanda uji berkala, tata cara penetapan jumlah berat
yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan,
penetapan kode wilayah penguijian, kriteria lokasi tempat pelaksana-
an pengujian, tata cara pelaporan, prosedur pembangunan,
pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatian uji serta sis-
tem informasi pengujian kendaraan.

Pasal 171
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 172

~ Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 173
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
- Cukup jelas



Pasal 174

Ayat (1)
Kewajiban memenuhi persyaratan memiliki sertifikat regisirasi
dan tanda bukti iulus uji tipe, hanya berlaku untuk kendaraan be:-
motor yang merek dan tipenya telah memperoieh sertifikat uji tipe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a.
Kewajiban memer:uhi persyaratan memiliki buku dan tanda bukti
ulus uji berkala, hanya berlaku untuk kendaraan yang dibebas-
xan dari kewzjiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal
152

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar dapat diketahui denoan jelas se-
tiap terjadinya perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/
atau perubahan spesifikasi teknik kendaraan bermotor yang ber-
sangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 177 :
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemalsuan
terhadap tanda bukti pendaftaran.

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengesahan dilakukan dengan sederhana, mudah dan cepat.



Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181

Ayat (1)
Cukup ielas

Ayat {2)
Cukug jeles

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 184
Ayat (1)
Dengan ketentuan ini, maka dalam kegiaian pengesahan tidak
dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor.

Ayat (2)
Yang dimaksud secara lengkap dalam ayat ini adalah dipenuhi-
nya persyaratan yang ditetapkan dengan benar.

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas



Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup ielas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Instansi yang berwenang dalam ketentuan ini seperti aparat
penegak hukum, lembaga keuangan pemerintah atau swasta.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 190

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 191

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 192

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 193

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

CuKup jeias

Paszi 194
Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam kententuan ini dapat
berupa perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian perorangan,
atau pabrik pembuat kendaraan bermotor yang memerlukan.

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan
bermotor dapat digunakan untuk lebih dari satu kendaraan ber-
motor sepajang kendaraan bermotor yang bersangkutan meme-
nuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat
(4) dan Pasal 194. ‘

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 197
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghidari terjadinya

penyalahgunaan dalam penggunaan surat tanda coba kenda-

raan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 198

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasa! 199

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasai 200
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, ke-
pastian dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 201
Kode wilayah pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam keten-
tuan ini ditetapkan berdasarkan wilayah yang dllayanl oleh
pelaksana pendaftaran.

Pasal 202

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 203

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 204

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas

fasai 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
CuKkup jelas

Pasal 210
Cukup jelas

~asal 211
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 212
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 213
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 214
Cukup jelas

Pasal 215

Ayat (1)
Cuhkup jelas

Ayat (2)
Penulisan surat izin mengemudi dalam bahasa indonesia dan
banasa Inggris adalah sebagai realisasi dari kerja sama anta-
ra Indonesia dengan negara-negara lain yang menyetujui
pemberlakuan surat izin mengemudi Indonesia di negara-ne-
gara yang bersangkutan.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
pemalsuan terhadap surat izin mengemudi.

Pasal 216
Cukup jelas

Pasal 217
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor dapat
diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan
mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan

: dan pelatihan mengemudi.

Huruf f
Keterangan sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan
surat keterangan dokter.

Huruf g
Cukup jelas



Huruf h -
Tenggang waktu 12 bulan ini diperlukan agar calon pe-
ngemudi kendaraan umum benar-benar memiliki kemam-
puan dan ketrampiian mengemudikan kendaraan bermo-
tor dengan baik.

Ayat (2)
Hurur a
Keharusan memiliki surat izin mengemudi yang golongan-
nya setingkat atau lebih tinggi bagi calon pengemudi ken-
daraan umum dimaksudkan agar calon pengemudi kenda-
raan umum tersebut benar-benar memiliki kemampuan
dan ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor de-
ngan baik.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Pasal 218

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 219

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 220
Cukup jelas



Pasal 221
Cukup jelas

Pasai 222

Ayat (1)
Cukup jeias

Ayat {2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 223

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 224

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 225

Ayat {1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 226
Ayat (1) .
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disam-
paikan kepada pelaksana penerbitan surat izin mengemudi
yang bersangkutan.



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Pasa! 227

Ayat {1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas

- Pasal 229

Cukup jelas

Pasal 230

Cukup jelas

Pasal 231

Ayat (1)

Bentuk, ukuran, warna dan isi surat izin mengemudi interna-
sional mengikuti kententuan lalu lintas jalan internasional

Ayat (2)

Instansi atau badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini merupakan lembaga tingkat nasional yang ter-
daftar sebagai
L'Automobile (FIA) dan/atau
Tourisme (AIT).

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup.jelas

anggota Federation
Alliance

Internationale De
Internationale De



Pasal 232

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan
pemberian surat izin mengemudi internasional ditanggung
cieh instansi atau badan yang ditunjuk oleh Menteii sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2), sehingga penda-
patan yang berkaitan dengan pemberian surat izin menge-
mudi internasional tersebut merupakan pendapatan instansi
atau badan yang bersangkutan dan bukan merupakan pene-
rimaan negara.
Besarnya biaya pengurusan surat izin mengemudi inter-
nasional ditetapkan oleh Menteri mengingat penyelenggara-
an pemberian surat izin mengemudi internasional tersebut
bersifat pelayanan umum.

Pasal 233
Cukup jelas

Pasal 234
Cukup jelas

Pasal 235

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 236

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 237

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 238
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jeias

Pasal 239
Ayat (1)
Melalui sistem informasi surat izin mengemudi dapat diper-
oleh antara lain data mengenai :
a. jumlah surat izin mengemudi diterbitkan menurut golong-
an dan wilayahnya,;
b. jumlah surat izin mengemudi yang umum menurut golong-
an dan wilayahnya;
c. jati diri pemegang surat izin mengemudi;

d. pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang surat izin
mengemudi.

Ayat (2)
Cukup _jelas

Pasal 240
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas



Pasal 241
Ayat (1) :
Pengemudi pengganti dalam ketentuan ini tidak boleh ikut
dalam kendaraan, namun berada pada tempat tertentu di
lokasi penggantian.
Ayat (2)
Penggantian pengemudi dilakukan di tempat tertentu.

Passai 242
Cukup jelas

Pasal 243

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 244

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas

Pasal 247
Ayat (1)
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pe-
merintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan peme-
rintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat I, adalah Peraturan Pe-
merintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Ja-
lan Kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il.
Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan



==, yang teiah diserahkan kepada Daerah Tingkat.l dan Daerah
-. - Tingkat |l berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 adzlah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Pasal 153, Pasal 154 ayat {2), dan Pasal 205 Peraturan Peme-
rintah ini.

Ayat (2) :
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lin-
tas dan Angkutan Jalan dan karena sifatnya masih merupa-
kan suatu aturan umum langsung dari suatu undang-undang,
maka sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan
Indonesia, pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari Per-
aturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri.
Demikian pula pendelegasian wewenang untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
diberikan kepada Menteri, karena wewenang pelaksanaan
masih berada pada Pemerintah Pusat.

Dalam hal sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat |
dan Daerah Tingkat Il, maka berdasarkan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pemerintahan ci
Daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyerahan urusan tersebut
diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah yang secara khu-
sus mengatur penyerahan urusan dimaksud.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus me-
ngatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang
lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 se-
bagaimana dalam penjelasan ayat (1).

Dengan demikian ketentuan ini memberikan suatu pene-
gasan bahwa meskipun dalam pasal-pasal sebagaimana
disebutkan dalam penjelasan ayat (1) ditetapkan/diatur bah-
wa urusan tersebut dilaksanakan oleh Menteri, namun oleh
karena telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 ta-
hun 1990 yang khusus mengatur penyerahan sebagian urus-



~an di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka urusan-
urusan dimaksud tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat 1
dan Daerah Tingkat Il yang telah menerima penyerahan seca-
ra nyata. .

Pasai 248
Cukup jelas

Pasal 249
Cukup jelas
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